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Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan
rahmat dan karunia-Nya lah Studi tentang Mengukur Keberhasilan Kabupaten
Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik telah
dilaksanakan dengan baik. Studi ini dilakukan Tim peneliti Direktorat Litbang
KPK dengan mengunjungi langsung ke Pemerintah Kabupaten Solok, untuk
menjawab sinyalemen masyarakat bahwa pelaksanaan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di suatu wilayah belum tentu
berdampak kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan studi dimulai pada
September hingga akhir Oktober 2006.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan mengidentifikasi faktor-
faktor yang digunakan sebagai Indikator pengukuran tingkat keberhasilan,
dengan mengevaluasi tingkat kemajuan faktor-faktor dimaksud, sebelum dan
setelah dilaksanakannya Good Governance di Pemerintah Kabupaten Solok.
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dimaksud adalah
meliputi: Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Peningkatan Human Development
Index; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Peningkatan Transparansi;
Peningkatan Akuntabilitas; Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN); Peningkatan Angka Kesempatan Kerja; dan Penurunan Angka
Kemiskinan.

Hasil kajian dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan
bagi daerah lain yang akan menerapkan prinsip Good Governance, agar dalam
pengambilan kebijakan selalu berorientasi untuk mencapai peningkatan kualitas
faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan tersebut, dan apabila terjadi
suatu penyimpangan dari kebijakan awal yang telah ditetpakan, maka mudah
bagi Pemerintah yang bersangkutan untuk segera melakukan perbaikan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
terhadap pelaksanaan studi ini yakni para pejabat Pemerintah Kabupaten Solok
yang telah meluangkan waktu dalam memberikan penjelasan atas pertanyaan
kami berkaitan dengan substansi studi ini, serta berbagai pihak yang berada
di lingkungan internal KPK.
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Kami menyadari bahwa hasil studi ini masih banyak kekurangannya, sehingga
saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya sangat
diharapkan.

Terima kasih,

Jakarta, Nopember 2006

Direktur Penelitian dan Pengembangan
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktek-praktek good governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)
merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang bisa dilakukan dan
dipelopori oleh pemerintah pusat maupun daerah. Didukung dengan
ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK),
maka pelaksanaan good governance merupakan salah satu kunci aksi yang
akan dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pemkot/pemkab/pemprov telah
memelopori pelaksanaan good governance di daerahnya. Praktek-praktek good
governance yang dilaksanakan secara nyata menciptakan sistem pemerintahan
yang lebih bersih dan akuntable, sistem pelayanan kepada masyarakat yang
lebih baik dan bahkan di beberapa daerah mampu meningkatkan kesejahteraan
pegawai.

Walaupun beberapa daerah sudah banyak yang melakukan praktek-praktek
good governance, namun masih sangat jarang yang melakukan pengukuran
mengenai  tingkat keberhasilan praktek-praktek good governance yang mereka
laksanakan.

Keberhasilan praktek-praktek good governance tidak bisa dilihat dalam jangka
waktu yang pendek. Apabila suatu daerah secara konsisten  menerapkan
praktek-praktek good governance secara terus menerus, maka hasil dan
dampaknya akan diperoleh. Bahkan penerapan praktek-praktek good
governance pada jangka panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kab. Solok merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang
sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek
good governance.  Dibandingkan dengan daerah lain, Kab. Solok merupakan
daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menerapkan praktek
good governance.  Olehkarena itu pengukuran keberhasilan pelaksanaan
praktek-praktek good governance di Kab. Solok cukup layak untuk dilakukan.
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1.2. Tujuan

1. Mengetahui jenis-jenis good governance yang dilakukan
di Kab. Solok dan hasil yang dicapai

2. Mengetahui tingkat keberhasilan setiap jenis praktek good
governance berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan
keseluruhan praktek good governance yang dilaksanakan

1.3.  Metodologi

Penilaian tingkat keberhasilan praktek good governance di kab. Solok
didasarkan atas data primer dan data sekunder.  Data primer dalam bentuk
hasil wawancara dan foto diperoleh dari wawancara, tinjauan langsung ke obyek
yang dinilai, dan pengamatan deskriptif. Pihak yang diwawancara adalah para
stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan good governance di Kab. Solok
yaitu penanggungjawab kegiatan dan sasaran kegiatan.

Data sekunder dalam bentuk data statistik kuantitatif dan laporan kegiatan
diperoleh dari instansi terkait dan browsing internet.  Selanjutnya data diolah
secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk report tertulis.
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INDIKATOR KEBERHASILAN
PRAKTEK GOOD GOVERNANCE

Bab II
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II. INDIKATOR KEBERHASILAN PRAKTEK
GOOD GOVERNANCE

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk  mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan praktek good governance di suatu daerah, yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumberdaya

2. Peningkatan Pelayanan Publik
3. Peningkatan Human Development Index (HDI)
4. Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan transparansi
6. Peningkatan akuntabilitas
7. Penurunan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
8. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja
9. Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya
merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance yang lebih
mengarah kepada penghematan faktor input (masukan).

Peningkatan Pelayanan Publik merupakan indikator keberhasilan
pelaksanaan good governance yang menunjukkan bahwa kegiatan yang
dilakukan benar-benar ditujukan kepada masyarakat.

Peningkatan HDI salah satu indikator keberhasilan good governance karena
angka HDI menunjukkan kualitas hidup masyarakat, di mana masyarakat yang
dimaksud merupakan sasaran dari program good governance ini.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan indikator keberhasilan
good governance karena peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi dalam keberhasilan suatu kegiatan/pembangunan, karena
masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek.

Peningkatan Transparansi merupakan salah satu indikator keberhasilan
good governance karena kegiatan yang transparan akan mengurangi terjadinya
kecurangan maupun kesalahan.
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Peningkatan Akuntabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan praktek
good governance karena seluruh kegiatan good governance yang dilaksanakan
harus dapat diukur pelaksanaannya dan outputnya

Penurunan Angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah
satu indikator keberhasilan good governance karena program-program good
governance tujuannya adalah mencegah tindak pidana korupsi secara dini.

Peningkatan Angka Kesempatan Kerja dan Penurunan Angka
Kemiskinan merupakan salahsatu indikator keberhasilan good governance
karena program-program good governance pada akhirnya ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Untuk menilai praktek good governance berhasil atau gagal dilakukan oleh
suatu daerah, ke sembilan indikator tersebut tidak harus seluruhnya bisa
dicapai.  Ketercapaian indikator keberhasilan tersebut sangat tergantung dari
jenis-jenis praktek good governance yang dilaksanakan.  Namun apabila suatu
daerah menginginkan seluruh indikator  keberhasilan tersebut bisa dicapai,
maka sebaiknya daerah tersebut melakukan praktek-praktek good governance
dalam jumlah yang banyak dan berlangsung terus menerus.  Dengan cara
tersebut, 9 indikator keberhasilan pelaksanaan good governance akan dapat
dicapai.
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GAMBARAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

SEBELUM DAN SESUDAH
MELAKSANAKAN

GOOD GOVERNANCE

Bab III
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III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SEBELUM DAN SESUDAH MELAKSANAKAN
GOOD GOVERNANCE

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang memelopori penerapan
good governance.  Cukup banyak praktek tata kelola pemerintahan yang baik
diterapkan oleh kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini tingkat
keberhasilannnya belum pernah diukur.

Pelaksanaan praktek good governance di Kab. Solok berjalan bukan tanpa
kendala. Saat pertama kali good governance dilakukan di daerah ini pada
tahun 1997, terjadi peristiwa krisis ekonomi yang menimpa seluruh daerah di
Indonesia.  Dampak krisis ekonomi ini sangat luas dan komprehensif, sehingga
nilai-nilai positif dari good governance yang diharapkan dapat dinikmati oleh
masyarakat tidak dapat dicapai secara  optimal.

Pada bagian ini akan ditunjukkan gambaran kabupaten Solok sebelum
penerapan good governance (data 1997) dan setelah beberapa praktek good
governance dilaksanakan (2004). Pada dasarnya cukup sulit mengukur
keberhasilan praktek-praktek good governance Kab.Solok dengan
membandingkan data-data kuantitatif yang relevan sebelum dan sesudah
praktek good governance dilaksanakan.  Hal tersebut dikarenakan  kondisi
geografis dan administratif kab. Solok telah berubah. Beberapa kecamatan
sudah memekarkan diri menjadi Kab. Solok Selatan. Sementara kecamatan
yang masih berada di wilayah Kab. Solok juga memekarkan diri menjadi
kecamatan-kecamatan baru. Selain itu krisis ekonomi yang terjadi telah
merusak tatanan perekonomian di Kab. Solok. Krisis ekonomi tersebut membuat
hasil positif yang diharapkan dari  pelaksanaan good governance yang mulai
dicanangkan pada tahun 1997 menjadi kurang optimal.

3.1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Pada tahun 1997 Kecamatan di Kabupaten Solok berjumlah 14. Dengan
berjalannya waktu, ke-14 kecamatan tersebut berkembang menjadi 19.  Dalam
perkembangan selanjutnya, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003, terbentuk
kabupaten baru yaitu Solok Selatan hasil pemecahan dari Kabupaten Solok.
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Dengan berubahnya wilayah Kabupaten Solok, maka luas wilayah dan batas-
batas kabupaten juga berubah, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Perubahan-perubahan geografis yang terjadi di Kabupaten Solok antara tahun
1997 dan 2004 pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan
good governance yang dilakukan.  Data ini hanya memberikan gambaran
mengenai kondisi geografis saat ini dan 10 tahun yang lalu.

Perubahan wilayah geografis juga berakibat terjadinya perubahan  struktur
pemerintahan Kabupaten Solok. Penyebab lain yang mengakibatkan perubahan
struktur pemerintahan kabupaten Solok adalah penerapan UU Otonomi Daerah.
Sebagian instansi vertikal masuk ke dalam lingkungan pemerintah kabupaten,
sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap jumlah instansi dan PNS, seperti
terlihat dalam tabel berikut.

 

D e s k r ips i

P e m e r in t a h a n
1 Jumla h Ke ca ma ta n 1 3 1 4

- Jumla h Na ga ri 7 9 7 4
- jumla h De s a /Ke lura ha n 2 5 6 1 8 6

- Jumla h De s a  Mis k in 1 0 0 n.a
2 Jumla h Dina s /Ka ntor/Ba gia n 5 4 4 7

- Di Lingkunga n Pe mka b.  S o lok 3 6 4 0

- Di Lua r Lingk.  Pe mka b.  S o lok 2 8 7
3 Jumla h Pe ga wa i Ne ge ri S ipil

- Di Lingkunga n Pe mka b.  S o lok 1 .5 7 4 2 .0 8 3
- Di Lua r Lingk.  Pe mka b.  S o lok 6 .0 5 4 6 5 9

4 Na ma  Bupa ti Ga ma wa n Fa uzi,  S H (1 9 9 5 -2 0 0 5 )

S e b e lum  M e la k s a na k a n
G ood  G ov e r ne nc e  ( 1 9 9 7 )        

Ga ma wa n Fa uzi,  S H (1995-2 0 0 5 )
H.  Gus ma l (2 0 0 5 -2 0 0 9 )

S e t e la h  M e la k s a na k a n
G ood  G ov e r ne nc e  ( 2 0 0 4  )          
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Perubahan jumlah dinas/kantor dan PNS tahun 1997 dan 2004 merupakan
wujud dari otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999.
Pelaksanaan praktek-praktek good governance merupakan perwujudan dari
otonomi daerah.  Sebelum good governance mulai dilaksanakan, Pemkab.
Solok melakukan efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan Pemkab. Solok.
Beberapa instansi yang tupoksinya tumpang tindih digabung. Harapannya
adalah, instansi yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok dapat bekerja
secara efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3.2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Data-data kependudukan dan tenaga kerja di Kabupaten Solok ditunjukkan
oleh tabel berikut.

Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah penduduk Kab. Solok berkurang. Hal
tersebut dikarenakan adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Solok
Selatan. Berdasarkan data persentase ditunjukkan bahwa jumlah penduduk
usia produktif jauh lebih besar tahun 2004 dibanding tahun 1997.  Namun di
tahun 2004 dari usia produktif tersebut, sebagian besar adalah bukan angkatan
kerja. Dari angkatan kerja yang ada, pada data terlihat bahwa terjadi peningkatan
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pengangguran. Apabila pada tahun 1997 hanya 1,64 persen dari angkatan
kerja yang menganggur, tetapi pada tahun 2004 persentasenya meningkat
menjadi 5,13 persen. Krisis ekonomi yang berlarut-larut merupakan penyebab
utama terjadinya peningkatan angka pengangguran atau penurunan angka
kesempatan kerja di Kab. Solok. Selain krisis ekonomi, pergeseran lapangan
pekerjaan utama dari pertanian ke non pertanian, dalam hal ini industri,
perdagangan dan jasa serta lainnya dapat menjelaskan penyebab naiknya
angka pengangguran terbuka. Terlepas dari faktor krisis ekonomi dan pergeseran
lapangan pekerjaan utama, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan good
governance adalah peningkatan angka kesempatan kerja. Artinya, pelaksanaan
good governance di Kab. Solok belum berhasil meningkatkan angka kesempatan
kerja seperti yang diharapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut
ada di bab V.

Walaupun terjadi penurunan, lapangan pekerjaan utama masyarakat Kab. Solok
tetap pada pertanian. Pada data terlihat bahwa prospek lapangan kerja di tahun-
tahun mendatang di Kab. Solok lebih ke arah perdagangan, jasa dan industri.

3.3. Sosial

Gambaran perkembangan data-data statistik pendidikan dan kesehatan di Kab.
Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Penurunan jumlah sekolah di Kab. Solok bukan disebabkan oleh menurunnya
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kualitas pendidikan di Kab. Solok, tetapi disebabkan oleh berkurangnya wilayah
kerja sekolah karena ada beberapa kecamatan yang keluar dari wilayah Kab.
Solok. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang
ditunjukkan oleh membaiknya rasio murid dan guru.

Seperti halnya pada pendidikan, penurunan jumlah fasilitas dan tenaga
kesehatan juga disebabkan oleh terbentuknya kabupaten baru hasil pecahan
dari Kab. Solok.  Peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan oleh menurunnya
jumlah kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

3.4. Industri

Industri yang berkembang di Kab. Solok adalah industri kecil/kerajinan. Data
terkait dengan industri di Kab. Solok ditunjukkan oleh tabel berikut.

Berdasarkan data terlihat bahwa secara umum tidak ada peningkatan jumlah
unit usaha dan tenaga kerja di sektor industri kecil/kerajinan yang signifikan
antara tahun 1997 dan 2004.  Artinya, perkembangan investasi di Kab. Solok
relatif lambat.

3.5. Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kab. Solok dapat dilihat dari Realisasi APBD.  Bila
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dibandingkan antara tahun 1997 dan 2004, di Kab. Solok terjadi peningkatan
nilai APBD yang signifikan, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Unsur penerimaan APBD Kab. Solok lebih dari 87 persen berasal dari dana
perimbangan. Hanya sekitar 3 – 4 persen yang berasal dari PAD. Tidak ada
perubahan yang signifikan dalam kontribusi PAD dan dana perimbangan Kab.
Solok terhadap APBD di tahun 1997 dan 2004. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa dalam membiayai kegiatan pembangunannya, Kab. Solok masih
bergantung kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah yang mulai berjalan
sejak tahun 1999  belum mampu membuat daerah mandiri dalam hal keuangan.

Berdasarkan data perkapita   terlihat bahwa rata-rata penduduk hanya
mendapatkan jatah APBD per tahun kurang dari 1 juta pada tahun 2004,
sedangkan PAD rata-rata per penduduk hanya Rp. 31 000,-

3.6. Hasil Pembangunan

Keberhasilan kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditunjukkan oleh angka
HDI, PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan persentase
keluarga miskin, seperti terlihat pada tabel berikut.
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Salah satu indikator keberhasilan good governance adalah terjadinya
peningkatan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Komponen IPM adalah angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah, angka harapan hidup.Bila dibandingkan dengan kondisi sebelum
pelaksanaan good governance, di Kab. Solok terjadi peningkatan HDI (IPM)
walaupun angka kenaikannya kurang signifikan. Demikian juga dengan PDRB.
PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan kenaikan yang sangat
signifikan. Namun kenaikan tersebut tidak terlepas dari faktor inflasi. Bila dilihat
secara perkapita, pada tahun 2004 pendapatan masyarakat kab. Solok masih
berada di bawah Rp. 500 000 per bulannya.

Walaupun tidak terlalu signifikan, pertumbuhan ekonomi Kab. Solok juga
mengalami kenaikan. Namun demikian yang memprihatinkan adalah
meningkatnya jumlah keluarga miskin. Cukup banyak faktor penyebab jumlah
keluarga miskin di Kab. Solok meningkat. Krisis ekonomi yang dianggap belum
pulih ditambah dengan kenaikan harga BBM yang terus menerus mengakibatkan
jumlah keluarga miskin meningkat.  Namun di luar faktor tersebut, salah satu
indikator keberhasilan good governance adalah penurunan angka kemiskinan.
Artinya, program good governance di Kab. Solok belum berhasil menurunkan
angka kemiskinan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pada bab V.
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SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK
GOOD GOVERNANCE

DI KABUPATEN SOLOK

Bab IV
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IV. SEKILAS PRAKTEK-PRAKTEK GOOD
GOVERNANCE DI KABUPATEN SOLOK

Pemerintah Kabupaten Solok mulai melaksanakan praktek-praktek tata kelola
pemerintahan yang baik sejak tahun 1997. Sebagian besar kegiatan-kegiatan
good governance di kab. Solok ditujukan dalam rangka pembenahan aparatur
pemerintahan Kab. Solok.  Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pendirian
Pos Pelayanan Satu Pintu.

4.1. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)

Posyantu adalah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang
diperuntukkan bagi masyarakat melalui sistem 1 pintu. Artinya, untuk mengurus
segala jenis perijinan dan non perijinan di bawah kewenangan Pemkab Solok,
masyarakat cukup datang di satu lokasi (pintu). Pengambilan surat perijinan
juga di lokasi yang sama. Tujuan Posyantu adalah untuk memberikan pelayanan
perijinan dan non perijinan kepada masyarakat secara  transparan dalam hal
waktu, biaya dan prosedur. Dalam perkembangannya Posyantu berkembang
menjadi Posyantu Plus. Dalam Posyantu Plus masyarakat di daerah terpencil
tidak perlu mengurus perijinan di loket Posyantu, tetapi cukup dengan metoda
surat-menyurat. Pemohon mengirim persyaratan pengurusan perijinan melalui
surat dan menerima surat perijinan dari Posyantu Plus juga melalui surat.



22 MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

Hasil yang diperoleh oleh Pemkab Solok setelah melaksanakan Posyantu
Plus adalah:

1) Proses perijinan dan non perijinan di bawah tanggungjawab Pemkab.
Solok terlaksana secara transparan, jelas biaya, waktu penyelesaian,
syarat dan prosedur

2) Masyarakat terlayani dengan baik
3) Akses masyarakat (termasuk masyarakat terpencil) terhadap perijinan/

non perijinan menjadi lebih baik
4) Proses pendataan catatan sipil kab. Solok menjadi lebih rapi (karena

masyarakat memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan sipil
sebagai kelanjutan dari akses yang baik)

5) Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurus perijinan kepada
petugas menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada

6) Meningkatkan kedisiplinan pengurus perijinan (masyarakat) dan
petugas, karena segalanya harus mengikuti sistem

7) Efisiensi sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) karena setiap jenis
perijinan/non perijinan yang masuk/keluar hanya  melalui satu pintu

4.2. Pola Partisipatif

Pola partisipatif adalah salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
melalui kegiatan mengikutsertakan masyarakat dalam proses kegiatan
pembangunan (perbaikan) fisik, sarana dan prasarana umum, khusus sektor
pekerjaan umum (irigasi, jalan, air bersih, dan penyehatan lingkungan),
pendidikan (sekolah TK, SD, SLTP,SLTA negeri maupun swasta) dan kesehatan
(Puskel,posyandu). Tujuan Pola Partisipatif adalah membantu masyarakat dan
pemkab dalam menjaga aset-aset fisik  PU, pendidikan dan kesehatan di
tingkat nagari. Dana disediakan oleh Pemkab Solok bekerjasama dengan
masyarakat nagari. Dana disediakan dalam bentuk mengambang dimaksudkan
untuk dapat memfasilitasi kebutuhan pembangunan Nagari/masyarakat yang
dananya tidak tertampung dalam kegiatan lain pada APBD Kabupaten Solok.
Dengan kata lain dana tersebut disediakan untuk memecahkan permasalahan
pembangunan segera yang dihadapi dalam tahun berjalan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance Pola
Partisipatif adalah:



23MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

1) Asset sarana dan prasarana Pemkab. Solok di tingkat nagari menjadi
lebih terawat

2) Mengurangi pekerjaan pemkab dalam pemeliharaan asset fisik di nagari
3) Peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam perbaikan dan

perawatan asset pemkab di nagari (tenaga dan dana)
4) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam penggunaan

asset pemkab yang ada di nagari
5) Penghematan anggaran pemkab (APBD) dalam pembangunan fisik

sarana dan prasarana di tingkat nagari

4.3. Revolving Fund

Revolving Fund adalah sistem pembiayaan usaha yang diberikan oleh Pemkab.
Solok kepada usaha kecil melalui sistem pinjaman dengan bunga yang sangat
kecil (6%/tahun). Kegiatan pembiayaan ini dilakukan secara berlanjut (dengan
terus memutar modal) sehingga jumlah usaha kecil yang dibiayai terus
bertambah.  Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat mengatasi
masalah  permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha yang sudah ada
sekaligus mendidik masyarakat disiplin dalam mengatur keuangan. Tujuan
lebih luas adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance
Revolving Fund adalah:

1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha
2) Menghidupkan dan mengembangkan usaha rumahtangga dan usaha

kecil
3) Meningkatkan PAD Kab. Solok, karena pendapatan dari bunga

pinjaman revolving fund dimasukkan dalam PAD
4) Meningkatkan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan akibat

kegiatan usaha yang berkembang
5) Mulai tumbuh lembaga keuangan baru (BPR) di tingkat kecamatan

sebagai akibat kegairahan ekonomi yang mulai tercipta
6) Tumbuh usaha-usaha baru yang komplemen dengan usaha yang

dibiayai oleh revolving fund.
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4.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik,
memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau
pihak yang mendelegasikan wewenang.  Materi LAKIP mengandung analisis
pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang
bersangkutan. LAKIP di Kab. Solok memiliki 2 fungsi utama. Pertama, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemkab. Solok untuk
menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stake-
holders (DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja
merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kab. Solok
sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.  Dua fungsi utama
LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Hasil yang diperoleh Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek good gover-
nance LAKIP adalah:

1) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat diukur
2) Pelaksanaan program kerja Pemkab Solok transparan
3) Pencapaian kinerja Pemkab Solok dapat dievaluasi
4) Efisiensi dalam pelaksanaan program kerja

4.5. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

DAUN adalah pemberian dana yang bersumber dari APBD dalam bentuk block
grant kepada nagari dalam rangka memberdayakan nagari. Penggunaan DAUN
adalah untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pemerintah nagari;pembuatan
monografi nagari; musyawarah nagari; serta menunjang kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana sosial, ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas
umum lainnya.  Dengan nilai antara 75 sampai 150 juta per nagari, dana DAUN
digunakan  untuk biaya rutin 60 persen  dan biaya pembangunan nagari 40
persen.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance DAUN
adalah:
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1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada
masyarakatnya

2) sarana dan prasarana sosial, ekonomi, agama,adat serta fasilitas
umum lainnya di tingkat nagari dapat terpelihara dengan baik

4.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu sistem yang mengikutsertakan
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
pembangunan.  Wadah partisipasi masyarakat yang sudah berjalan di Kab.
Solok adalah Duduk Basamo, Musyawarah Pembangunan Nagari, Musrembang
Kecamatan dan Tim Sinergi. Seluruh wadah tersebut dalam pelaksanaan
kegiatannya masing-masing saling berkaitan. Duduk Basamo adalah pola
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
5 tahunan. Kegiatan dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, ditambah dengan Evaluasi
Tengah 5 tahunan (pertengahan 5 tahun). Musyawarah Pembangunan Nagari
adalah pola partisipasi masyarakat tingkat nagari dalam perencanaan
pembangunan nagari maupun daerah (kabupaten) sekaligus ikut melaksanakan
program pembangunan (yang berada di nagari nya) dan melakukan monitoring
dan evaluasi dari pembangunan yang dilaksanakan. Musyawarah Pembangunan
Nagari merupakan kegiatan tahunan.Musrembang Kecamatan adalah pola
partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan
lintas nagari maupun daerah (kabupaten). Musrembang Kecamatan merupakan
kegiatan tahunan.Tim Sinergi adalah pola partisipasi masyarakat tingkat
kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah (kabupaten), yang
pembentukannya didasarkan pada SK Bupati. Tim Sinergi melakukan kegiatan
secara tahunan.

Hasil yang diperoleh Solok dengan menerapkan praktek good governance
Partisipasi Masyarakat adalah:

1) Masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan

2) Program pembangunan yang dilakukan efektif karena direncanakan
dan diinginkan oleh masyarakat

3) Penyimpangan pelaksanaan pembangunan dapat diminimalisir karena
diawasi oleh masyarakat
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4.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah pernyataan untuk tidak menerima dan memberi dalam
bentuk apapun secara ilegal dalam kaitan pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah:
1) mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur
KKN; 2) mewujudkan kesepakatan dan kejujuran bersama bagi pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat untuk menghindari terjadinya praktek-praktek
KKN; 3) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat yang prima (best excelent);  4) menuju birokrasi pemerintahan
yang bersih, profesional, tanggap dan bertanggungjawab.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan Pakta Integritas adalah:

1) Berkurangnya secara drastis praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), terutama korupsi di lingkungan birokrat dan dunia usaha yang
terkait dengan Pemkab;

2) Timbulnya perasaan tenang dalam diri aparat Pemkab Solok walaupun
diawasi  oleh  banyak  pengawas  independen,   karena   semua   yang
dilakukan   berkaitan   dengan  pelaksanaan  tugas,  sesuai  dengan
prosedur (sebagai dampak pakta integritas yang diterapkan)

3). Meningkatnya kinerja pegawai

4.8. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Solok
dimasukkan dalam praktek good governance tujuannya adalah agar pengadaan
barang dan jasa pemerintah di Lingkungan Pemkab Solok dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka,
dan perlakuan adil kepada semua pihak sehingga hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat.

Hasil yang dicapai Solok dengan adanya penerapan good governance
Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1) terjadi transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa
2) barang dan jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai
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3) memberikan peningkatan kepercayaan sektor swasta kepada sektor
pemerintah, karena adanya proses thender yang transparan

4) Mencegah dan mengurangi praktek-praktek korupsi dan kolusi yang
biasanya sering terjadi dalam praktek pengadaan barang dan jasa
pemerintah

4.9. Giro to Giro (G to G)

Giro to Giro merupakan perkembangan dari POSYANTU Plus. Apabila dalam
POSYANTU Plus yang mendapatkan pelayanan adalah masyarakat, maka
dalam G to G pelayanan prima diberikan kepada Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok. Pelayanan G to G diberikan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kepada Unit Kerja pengguna anggaran/
pihak ketiga melalui Loket Satu Pintu pada BPKD. Tujuannya adalah untuk
memberikan kemudahan Unit kerja Pengguna Anggaran dalam pengurusan
uang; memberikan kepastian waktu pelayanan kepada Pemegang Kas;
menghindarkan terjadinya praktek memberi dan menerima dalam pengurusan/
penerbitan SPMU pada BPKD; dan mengurangi resiko terjadinya kehilangan
uang bagi pemegang kas.

Hasil yang didapatkan Kab. Solok dengan menerapkan praktek good
governance giro to giro adalah:

1) Unit Kerja/Pihak Ketiga terlayani dengan baik
2) Sistem pencairan dana lebih efektif dan efisien karena tidak dalam

bentuk uang tunai.
3) Petugas BPKD bisa bekerja lebih fokus karena tidak ada unit kerja/

pihak ketiga yang minta didahulukan pencairan dana nya dengan
berusaha menyuap.

4) Efektifitas pekerjaan karena adanya pendelegasian wewenang
5) Pengawasan kepada staff lebih baik

4.10. Performance Agreement

Performance Agreement adalah kontrak pelaksanaan program kerja selama 1
tahun yang akan dipertanggungjawabkan oleh Pihak I kepada Pihak II pada
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akhir tahun. Di Kabupaten Solok, performance agreement yang dilakukan
adalah antara Bupati Solok (Pihak I) dengan DPRD Solok (Pihak II) dan antara
Kepala SKPD Solok (Pihak I) dengan Bupati Solok (Pihak II).

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan menerapkan praktek good gover-
nance Performance Agreement adalah:

1) Pengawasan pimpinan ke anak buah (pegawai) menjadi lebih baik
2) Program kerja di unit teknis berjalan dengan baik
3) Output yang dihasilkan oleh unit teknis  optimal dan sesuai dengan

rencana kerja tahunan
4) Pegawai menjadi lebih disiplin dalam penyelesaian tugas

4.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penyusunan anggaran unit kerja
yang berdasarkan kinerja (program kerja) selama tahun yang bersangkutan.
Kabupaten Solok menciptakan sistem dan prosedur penyusunan anggaran
berbasis kinerja dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Latar belakang
penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah adanya kebutuhan transparansi
dalam pembiayaan program kerja pada setiap unit kerja. Diharapkan anggaran
yang diajukan selalu berdasarkan program kerja yang direncanakan, bukan
sebaliknya program kerja yang mengikuti anggaran yang tersedia.

Hasil yang diperoleh Kab. Solok dengan mempraktekkan good governance
Anggaran Berbasis Kinerja adalah:

1) Kegiatan/program kerja yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat

2) Masyarakat merasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
3) Hasil kegiatan mudah dipertanggungjawabkan (oleh kepala unit kerja

ke bupati maupun oleh bupati kepada DPRD)
4) Dana yang dipakai terukur
5) Efisiensi dana,  karena dana yang keluar sesuai dengan output yang

dihasilkan.
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4.12. Tunjangan Daerah

Tunjangan daerah adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pegawai
di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok, termasuk guru dan tenaga hon-
orer yang diberikan setiap akhir bulan. Tujuan diberikannya tunjangan daerah
di Kabupaten Solok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Pemkab Solok sekaligus menghilangkan istilah meja ‘mata air’
dan meja ‘air mata’. Dalam pelaksanaannya, pemberian tunjangan daerah tidak
membebani anggaran APBD, karena sumberdana tunjangan daerah diperoleh
dari pergeseran dana honorarium proyek-proyek yang telah dianggarkan di
APBD. Dengan diberlakukannya tunjangan daerah, honor-honor proyek di
lingkungan Pemkab. Solok secara resmi dihapuskan.

Hasil yang dicapai Pemkab. Solok dengan menerapkan praktek good
governance Tunjangan Daerah adalah:

1) Meningkatkan pendapatan pegawai di bawah eselon III dan
menurunkan rata-rata pendapatan pegawai di atas Eselon III

2) Meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena pemberian tunjangan
daerah dikaitkan dengan absensi

3) Mengurangi dan menghilangkan rasa iri di antara pegawai karena
penggantian honor menjadi tunjangan daerah

4) Menghilangkan istilah “meja mata air” dan “meja air mata”
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PENCAPAIAN
GOOD GOVERNANCE

KAB. SOLOK
BERDASARKAN INDIKATOR

KEBERHASILAN PELAKSANAAN
GOOD GOVERNANCE

Bab V
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V. PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE KAB. SOLOK
BERDASARKAN INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

5.1. Jenis Good Governance dan Indikator Keberhasilan yang Dicapai

Dalam jangka panjang, pelaksanaan good governance yang konsisten akan
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, pelayanan
publik, HDI, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kesempatan
kerja, serta akan menurunkan angka KKN dan angka kemiskinan. Hasil tersebut
merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance di daerah.
Namun demikian tidak seluruh indikator tersebut harus bisa dicapai, tergantung
dari jenis-jenis good governance yang dilaksanakan.  Tabel berikut menunjukkan
praktek good governance yang dilakukan di Kabupaten Solok dan indikator
keberhasilan yang dicapainya.
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5.1.1. Pos Pelayanan Satu Pintu Plus (Posyantu +)
Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) merupakan praktek good governance
yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Solok. Satu tahun berjalan, dilakukan
pengembangan menjadi Posyantu +. Pengembangan yang dilakukan adalah
dengan melibatkan pos dan giro dalam pelayanan perijinan dan non perijinan
kepada masyarakat. Fungsinya adalah, masyarakat (terutama masyarakat
terpencil) bisa mengurus perijinan dan non perijinan hanya melalui kantor pos
terdekat, tanpa harus datang ke Posyantu yang lokasinya berada di ibukota
kabupaten.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance Posyantu + adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan penurunan KKN,
seperti terlihat pada tabel berikut.

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya
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Pelaksanaan good governance Posyantu + mampu meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan
oleh data-data berikut:

a).  Penyederhanaan proses pengurusan perijinan  dan non perijinan
bagi masyarakat.
Dengan adanya Posyantu, masyarakat cukup datang di  satu lokasi (Posyantu)
untuk mengurus perijinan/non perijinan yang dibutuhkan. Frekuensi kedatangan
cukup 2 kali, yaitu pada saat  mengajukan permohonan dan mengambil hasil
perijinan/non perijinan yang diajukan tersebut. Dengan sistem tersebut, terjadi
efisiensi waktu dan tenaga masyarakat, karena masyarakat tidak perlu
mendatangi langsung unit teknis pengelola perijinan/non perijinan yang
dibutuhkan, tidak perlu berkali-kali datang untuk memastikan perijinan yang
diajukan sudah selesai/belum, dan tidak perlu melakukan kontak langsung
dengan pengelola perijinan di unit kerja teknis yang biasanya akanmembuka
peluang kolusi/suap.  Sebagai contoh untuk melakukan pengurusan IMB,
sebelum ada Posyantu masyarakat harus datang berulangkali ke instansi yang
mengurus IMB untuk mengetahui status penyelesaian dari IMB yang diurusnya.
Hal tersebut dikarenakan instansi yangbersangkutan tidak menjelaskan secara
pasti waktu penyelesaian dari IMB yang dilakukan.

Penyederhanaan proses pengurusan perijinan lebih terasa lagi bagi masyarakat
setelah dibuka layanan perijinan/non perijinan melalui kantor pos atau yang
biasa disebut Posyantu +. Melalui kantor pos, masyarakat bisa mengajukan
permohonan perijinan/non perijinan beserta persyaratannya ke posyantu dan
selanjutnya menerima hasilnya  melalui pos.

b) Tercipta Standarisasi proses perijinan dan non perijinan yang
memudahkan unit kerja teknis dan masyarakat  (pengurus perijinan)
Pelayanan perijinan dan non perijinan melalui satu pintu yang dilakukan oleh
Pemkab. Solok efektif dan efisien berjalan  karena proses perijinan yang
berjalan sudah dibakukan dan berlaku standar untuk semua jenis perijinan dan
non perijinan yang diurus. Proses tersebut harus diikuti oleh seluruh pihak
yang terkait dengan proses perijinan. Berikut adalah proses pengurusan
perijinan dan non perijinan di Posyantu +.
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a. Proses pengurusan di Posyantu +

b. Proses registrasi surat perijinan/non perijinan

c) Efisiensi SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan perijinan
dan non perijinan
Keberadaan Posyantu + secara signifikan mampu mengurangi jumlah SDM
yang terlibat secara langsung dalam proses perijinan dan non perijinan. Sebelum
Posyantu + dibentuk, setiap unit kerja teknis perijinan/non perijinan harus
menyediakan petugas administrasi dan/atau front office yang mengurus
perijinan di luar petugas teknis (lapang). Dengan adanya Posyantu +,
pengurusan administrasi dan front office untuk seluruh jenis perijinan dan non
perijinan dilakukan oleh petugas Posyantu + yang jumlahnya 4 orang dengan
1 koordinator. Unit Kerja teknis cukup menyiapkan petugas teknis (lapang).

Sarana dan prasarana yang disediakan juga relatif efisien, karena semua
kegiatan administrasi dan front office untuk seluruh jenis perijinan dan non
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perijinan terpusat di Posyantu.  Posyantu memiliki 1 ruangan yang lokasinya
menempel (merupakan bagian dari) Bagian Pemerintahan Pemkab. Solok, yang
di dalamnya terdapat ruang dan kursi tunggu, ruang administrasi pelayanan
perijinan dan non perijinan dengan 3 loket, serta 1 ruang administrasi catatan
sipil. Unit Kerja Teknis tidak perlu menyiapkan ruang khusus untuk melayani
masyarakat dalam pengurusan perijinan/non perijinan yang mereka tangani
karena masyarakat hanya berhubungan dengan posyantu, bukan unit kerja
teknis.

d) Efisiensi waktu pengurusan perijinan dan non perijinan
Melalui Posyantu, waktu pengurusan perijinan menjadi lebih efisien. Hal tersebut
dikarenakan unit kerja teknis hanya mengurus dan mengerjakan pekerjaan
yang bersifat teknis, sedangkan urusan administrasi yang biasanya cukup
menyita waktu dilakukan secara profesional oleh Posyantu. Dengan pembagian
pekerjaan yang jelas tersebut, pada akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk
pengurusan perijinan/non perijinan menjadi lebih efisien. Berikut adalah contoh
waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan beberapa jenis perijinan sebelum
dan sesudah ada Posyantu +.
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5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ijin Mendir ikan Bangunan (IMB)

Ijin Gangguan (HO)

Ijin Lokasi

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Ijin Reklame

Ijin Penelitian

Ijin Usaha Angkutan Bermotor

Ijin Trayek Baru

Kartu Kontrol (KK) Ijin Usaha

Ijin Insidentil

Kartu Pengawasan (KP) Ijin Trayek

Penyewaan Kekayaan Daerah

Akte Catatan Sipil

Akta Kelahiran

Akta Perkawinan

Akta Kematian

Akta Pengangkatan Anak

Ijin pengumpulan uang sumbangan/ sosial dengan 

mencetak karcis

Pendirian Apotik

Pendirian Toko Obat

Ijin Praktek Dokter

Ijin Praktek Bidan

9 hari

5 hari

12 hari

12 hari

5 hari

1 hari

7 hari

6 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 -  3 hari

1 -  3 hari

1 -  3 hari

1 -  3 hari

3 hari

3 hari

6 hari

2 hari

3 hari

3 hari

tidak ada kejelasan waktu

tidak ada kejelasan waktu

14 hari

12 hari

-

lebih dari 1 hari

?

? 

lebih dari 1 hari

lebih dari 1 hari

lebih dari 1 hari

tidak terorganisir

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

-

? 

tidak ada

tidak ada
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e) Efisiensi Biaya Pengurusan Perijinan
Sistem pengurusan perijinan dan non perijinan melalui Posyantu  menciptakan
efisiensi dalam hal biaya.  Efisiensi biaya tersebut dirasakan oleh masyarakat
yang mengurus perijinan dan Pemkab. Solok sebagai pengelola perijinan.
Efisiensi biaya dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat dari awal sudah
tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan sudah dipastikan tidak akan
ada tambahan biaya lagi di luar biaya resmi tersebut.  Biaya transportasi dari
rumah ke posyantu pun sudah bisa diperkirakan sejak awal karena sudah
dipastikan bahwa masyarakat hanya akan datang ke posyantu maksimal 2
kali, yaitu pada saat mendaftar dan saat mengambil perijinan yang diurus.

Efisiensi biaya dalam pengurusan perijinan dan non perijinan juga dirasakan
oleh unit kerja teknis.  Hal tersebut merupakan keuntungan dari sistem
administrasi dan front office yang terpusat di posyantu. Pekerjaan teknis
(misalnya peninjauan lokasi, pengukuran tanah, dll) banyak yang bisa dilakukan
oleh unit kerja secara kolektif dalam satu waktu sehingga cukup menghemat
biaya.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Data-data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance Posyantu
di Kab. Solok mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik adalah:

a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan perijinan
dan non perijinan
Pemkab. Solok mendirikan Posyantu dengan tujuan untuk memudahkan dan
melayani masyarakat dalam pelayanan perijinan dan non perijinan yang berada
di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Solok. Kemudahan-kemudahan
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dan kepastian-kepastian dalam pengurusan perijinan dan non perijinan melalui
posyantu mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ini.
Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengurus perijinan melalui
posyantu selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Keterangan:
1 data hanya bulan Juli dan Agustus
2 data hanya bulan April sampai Desember
3 data hanya bulan Mei sampai Desember
4 data sampai bulan Juni 2006

Akses masyarakat terhadap Posyantu semakin meningkat dengan adanya
pengembangan Posyantu menjadi Posyantu +.  Pembentukan Posyantu +
ditujukan untuk melayani masyarakat yang terpencil dan jauh dari pusat
kabupaten. Supaya tetap bisa mendapatkan pelayanan perijinan dan non
perijinan, mayarakat terpencil bisa mengurus perijinan  di posyantu melalui
pos dan giro (kecamatan) yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Caranya,
cukup mengirimkan persyaratan sesuai dengan perijinan/non perijinan yang
akan diurus melalui pos, selanjutnya hasilnya akan dikirim oleh Posyantu melalui
pos. Berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa sekitar 10 persen dari perijinan
yang dikeluarkan adalah perijinan yang diurus melalui pos dan giro.
Sebagian besar masyarakat yang mengurus perijinan dan non perijinan melalui
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pos dan giro adalah masyarakat terpencil yang berasal dari Kab. Solok bagian
selatan. Akibatnya trend pengurusan perijinan dan non perijinan melalui pos
dan giro pada  tahun-tahun terakhir menurun karena wilayah Solok Selatan
membentuk kabupaten baru, yaitu Kab. Solok Selatan.

b) Memperluas jangkauan layanan
Pada konsepnya, Posyantu dibentuk untuk memberikan kemudahan layanan
perijinan dan non perijinan yang berada di bawah wewenang Pemkab. Solok
kepada masyarakat Kabupaten Solok. Pada prakteknya, ada beberapa
perijinan/non perijinan (terutama non perijinan, contoh: akte kelahiran) yang
pengurusannya bisa dilakukan di kabupaten/kota mana saja yang bukan domisili
dari masyarakat yang bersangkutan.

Kemudahan-kemudahan dan kepastian-kepastian yang ditawarkan oleh
Posyantu dalam mengurus perijinan dan non perijinan ternyata mampu menarik
masyarakat di luar wilayah kab. Solok untuk mengurus perijinan/non perijinan
(terutama yang tidak didasarkan pada domisili) di Posyantu Kab. Solok.  Seorang
pengurus perijinan yang sedang mengurus akta kelahiran anaknya menyatakan
bahwa dia lebih suka mengurus akta kelahiran di Posyantu Kab. Solok walaupun
tempat tinggalnya di kabupaten lain (dengan jarak 3 jam naik kendaraan umum)
karena di posyantu biaya pengurusan jelas dan waktu penyelesaiannya juga
pasti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara disebutkan bahwa
masyarakat dari luar kab. Solok biasanya mengurus akte kelahiran. Ada 3
kab/kota yang masyarakatnya banyak mengurus akta kelahiran di Kab. Solok.
Dari jumlah keseluruhan Akte Kelahiran yang diurus di Posyantu, lebih kurang
25 persen pengurus akte kelahiran berasal dari ketiga daerah tersebut.

3. Peningkatan Transparansi

Salah satu indikator keberhasilan dan keunggulan pelaksanaan good gover-
nance Posyantu adalah terciptanya transparansi waktu, biaya dan prosedur.

a) Transparansi Waktu
Waktu penyelesaian setiap jenis perijinan/non perijinan dijelaskan secara
transparan di Posyantu. Penjelasan tersebut dicantumkan dalam brosur yang
ditempatkan di loket. Selain pada brosur, pada setiap formulir pendaftaran
juga dicantumkan waktu penyelesaian perijinan/non perijinan. Penjelasan
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mengenai jangka waktu penyelesaian dikuatkan
melalui keterangan lesan dari petugas front
office (loket 1) yang bertugas menyampaikan
informasi dan menerima formulir pendaftaran.

b) Tranparansi Biaya
Seperti halnya pada waktu penyelesaian, biaya setiap jenis perijinan/non
perijinan juga dijelaskan secara transparan dalam brosur yang disediakan di
loket.  Pada formulir pendaftaran, biaya tersebut juga dicantumkan.  Selanjutnya
petugas front office di loket 3 juga menjelaskan
kembali mengenai biaya dari perijinan/non
perijinan yang diurus oleh masyarakat yang
bersangkutan.  Masyarakat bisa membayar
biaya tersebut sekaligus di loket 3 pada saat
mengajukan perijinan/non perijinan atau saat
perijinan/non perijinan tersebut selesai,
tergantung dari jenis perijinan/non perijinan yang
diurus. Untuk jenis perijinan yang memerlukan
hitungan berdasar koefisien-koefisien yang nilainya tergantung pada objek
perijinan, pembayaran biasanya dilakukan setelah surat ijin selesai, sedangkan
jenis perijinan/non perijinan yang penetapan biayanya tidak ditetapkan
berdasarkan koefisien-koefisien, pembayaran biasanya dilakukan pada saat
pendaftaran.

c)Transparansi Prosedur
Prosedur pengurusan perijinan dijelaskan secara transparan dan komunikatif
dalam bentuk bagan yang ditempel di dinding dekat loket.   Apabila pemohon
belum memahami  prosedur yang ditempel di dinding, bisa minta penjelasan
kepada front office. Transparansi prosedur (bisnis proses) tersebut cukup efektif
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jalannya proses perijinan
tanpa   harus menjelaskan secara detail.
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4. Penurunan Angka KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)

Sistem yang diterapkan pada Posyantu secara signifikan mampu mengurangi
(bahkan menghilangkan) budaya suap dan kolusi dalam penyelesaian perijinan
dan non perijinan yang sebelumnya biasa terjadi. Kondisi tersebut ditunjukkan
oleh:

a) Tidak ada suap yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas
dalam rangka mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.
Standar waktu yang telah ditetapkan di Posyantu menutup peluang bagi
masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih cepat dengan cara
menyuap. Dengan cara ini, proses penyelesaian perijinan/non perijinan menjadi
lebih tertib.

b) Tidak adanya peluang bagi pengelola perijinan/non perijinan untuk
meminta tambahan biaya pengurusan perijinan/non perijinan
Dengan adanya Posyantu, pengelola perijinan/non perijinan di unit kerja teknis
tidak akan pernah berhubungan dengan masyarakat yang mengurus perijinan/
non perijinan sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk meminta tambahan
biaya kepada  masyarakat misalnya dengan dalih biaya survey, dsb.
Selain dari itu, penjelasan biaya yang transparan juga menutup kemungkinan
bagi petugas di posyantu untuk meminta tambahan biaya kepada masyarakat
yang mengurus perijinan/non perijinan.  Terlebih, seluruh petugas di Posyantu
sebelumnya pernah menandatangani pakta integritas yang isinya diantaranya
adalah tidak boleh menerima/meminta suap terkait dengan pekerjaan yang
dilakukan. Apabila dilanggar, mereka akan dikenakan sanksi.

Untuk menjamin bahwa petugas jujur dan transparan,
di ruang tunggu dan loket disediakan kotak
pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan
protes bila tidak puas terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Posyantu.

5.1.2. Pola Partisipatif

Good governance Pola Partisipatif diciptakan untuk dapat memfasilitasi



43MENGUKUR KEBERHASILAN KABUPATEN SOLOK

kebutuhan pembangunan nagari/masyarakat melalui kerjasama antara
Pemkab. Solok dengan masyarakat di tingkat nagari.  Bentuk kerjasama dari
masyarakat nagari minimal dalam bentuk tenaga (gotong royong) dalam
pekerjaan yang dibiayai oleh pemkab. tersebut.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance Pola Partisipatif  adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan
transparansi dan penurunan KKN, seperti terlihat pada tabel berikut.

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan good governance Pola Partisipatif mampu meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Keberhasilan  ditunjukkan oleh data
berikut:

a) Penghematan anggaran (APBD) dalam pembangunan dan
pemeliharaan asset fisik Pemkab. Solok di tingkat nagari
Pembiayaan  pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari
dengan sistem pola partisipatif secara umum mampu menghemat APBD Kab.
Solok. Hal tersebut dikarenakan:

1). Terjadi penghematan biaya, karena biaya ditanggung bersama antara
nagari dan pemkab;
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2).  Terjadi penghematan biaya pemeliharaan, karena masyarakat nagari
merasa memiliki sehingga bersedia memelihara dengan baik asset
tersebut.

Nilai maksimal dana pola partisipatif yang diberikan kepada nagari oleh Pemkab
adalah 20 juta rupiah. Berdasarkan wawancara didapat informasi bahwa melalui
sistem pola partisipatif, output yang diperoleh mencapai 300 persen atau lebih
dari output seharusnya yang dikerjakan dengan sistem proyek. Contohnya
adalah untuk membuka jalan desa  bila dengan sistem proyek dana yang
dibutuhkan adalah 80-100 juta/km. Namun dengan sistem pola partisipatif,
pemkab. hanya memberikan dana 20 juta rupiah. Hasilnya, jalan yang berhasil
dibuka mencapai 3 km. Output ekstra yang berhasil didapatkan dalam pro-
gram pola partisipatif tidak terlepas dari keperdulian dan keterlibatan masyarakat
terhadap pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana fisik di nagari nya.
Sehingga mereka bersedia menyumbang dana dan tenaga demi terlaksananya
kegiatan tersebut.

Data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menunjukkan bahwa pada
tahun 2004, hanya dengan bantuan dana Pemkab Rp. 892.360.000, berhasil
dibangun, direhabilitasi dan diperbaiki 86 jenis sarana dan prasarana  yang
tersebar di 48 nagari dan 13 kecamatan. Nilai total kegiatan tersebut setelah
digabung dengan partisipasi masyarakat adalah Rp 3,171 Miliar. Lihat tabel
berikut.
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Berdasarkan data terlihat bahwa persentase swadaya masyarakat dalam sistem
pola partisipatif sangat besar.  Artinya, cukup besar dana APBD yang dapat
dihemat dengan menerapkan sistem ini. Pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan
pembangunan melalui pola partisipatif ini sangat prospektif untuk terus
dikembangkan. Namun data juga menunjukkan bahwa dana yang disediakan
Pemkab. untuk pola partisipatif menurun pada tahun 2005, dan kembali
meningkat pada tahun 2006.  Sementara berdasarkan pengamatan di Kantor
Pemberdayaan Masyarakat, jumlah proposal dari nagari masih cukup banyak
dan menumpuk. Keterbatasan dana dan tenaga Tim Teknis mengakibatkan
tidak seluruh proposal dapat dipenuhi oleh Pemkab.

b) Asset sarana dan prasarana nagari memberikan manfaat ekonomi
dan sosial lebih lama
Sarana dan prasarana nagari yang berupa sarana/prasarana irigasi, jalan,
pemukiman, air bersih, sekolah, dan kesehatan apabila mendapatkan
pemeliharaan yang baik, akan memiliki umur yang lebih lama. Terlebih bila
pemeliharaan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat yang memanfaatkan
sarana dan prasarana umum tersebut.

Sebagai contoh jembatan gantung di Nagari Sungai Abu. Bila tidak dilakukan
perbaikan, jembatan gantung tersebut dalam waktu dekat akan rusak dan tidak
bisa dipakai lagi oleh masyarakat nagari Sungai Abu. Akibatnya kegiatan
ekonomi juga akan terganggu. Dengan bantuan pola partisipatif dari Pemkab
(55% dari total biaya), jembatan tersebut bisa kembali berfungsi dengan baik
dan diperkirakan dalam 5 tahun mendatang masih bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat nagari.

c) Mengurangi pekerjaan Pemkab dalam pembangunan dan perbaikan
fisik

Pola pembangunan, perbaikan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana nagari
melalui sistem pola partisipatif akan
mengurangi pekerjaan pemkab dalam
pembangunan dan perbaikan sarana dan
prasarana fisik di tingkat nagari. Dengan
pola ini pemkab telah melimpahkan
sebagian program pembangunan dan
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perbaikan fisik di tingkat nagari kepada masyarakat nagari. Hal tersebut tentu
saja sangat menguntungkan pemkab, karena pemkab lebih bisa berkonsentrasi
pada pekerjaan lain yang  juga memerlukan  perhatian yang  besar.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Bentuk dari pelayanan publik pada good governance pola partisipatif adalah:

a) menyediakan sarana dan prasarana umum di tingkat nagari secara
layak
Dengan sistem pola partisipatif, beberapa sarana dan prasarana di tingkat
nagari dibangun dan diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh
masyarakat. Berikut contoh 5 nagari dan jenis sarana dan prasarana yang
dibangun/ direhab/diperbaiki untuk tahun 2004 dan 2005 saja.

b) menjamin sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan oleh masyarakat nagari

Sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara bersama oleh masyarakat
nagari akan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata masyarakat dibanding bila
dibangun dan diserahkan dengan sistem proyek.  Dengan pemeliharaan yang
baik dan rasa tanggungjawab bersama di antara anggota masyarakat nagari,
asset pemerintah kabupaten yang ada di nagari tersebut akan dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat
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3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Wujud partisipasi masyarakat dalam good governance pola partisipatif adalah:

a) Partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan, perbaikan
dan perawatan asset Pemkab yang ada di nagari
Partisipasi tersebut ditunjukkan dalam bentuk tenaga dan dana.  Sebagai
contoh, untuk pembukaan jalan baru di Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah
Gumanti pada tahun 2004, diperlukan dana total Rp 166.500.000. Dana yang
tersedia dan berhasil dikumpulkan oleh nagari dan masyarakatnya  adalah Rp.
150.000.000. Sisanya, disediakan oleh Pemkab dalam bentuk pola partisipatif
sebesar Rp. 16.500.000. Selain dari itu masyarakat juga menyumbang
tenagakerja dalam bentuk gotong royong (goro).

b) Peningkatan tanggungjawab masyarakat nagari dalam
pemanfaatan asset sarana dan prasarana pemkab yang ada di nagari
Dengan adanya asset pemkab yang dibangun dan diperbaiki secara bersama-
sama oleh masyarakat nagari, timbul rasa tanggungjawab masyarakat terhadap
kelestarian asset tersebut sehingga secara sukarela mereka berpartisipasi
dalam pemeliharaannya.
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4. Peningkatan Transparansi

Praktek good governance Pola Partisipatif juga memberikan pelajaran kepada
masyarakat dan pemkab mengenai pentingnya transparansi dalam pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan:

a) Transparansi dalam biaya dan pemanfaatan dana
Besar biaya dan alokasi penggunaan dana per kegiatan pola partisipatif secara
transparan diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada bupati.
Sebelumnya, alokasi dana sudah
dicantumkan dalam penyusunan proposal
kegiatan yang diajukan ke bupati.
Selanjutnya pencairan dana dilakukan di
hadapan seluruh masyarakat nagari
sehingga kontrol bisa dilakukan oleh
masyarakat secara langsung.

Pada tahap pemanfaatan dana, pelaporan tetap harus dilakukan oleh penerima
bantuan dan pada akhir kegiatan harus menyerahkan surat pertanggungjawaban
keuangan (SPJ) kepada bupati cq. Pimpinan Kegiatan. Bentuk surat
pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat pada lampiran 1.

b) Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan
Pada pola partisipatif, pelaksanaan kegiatan per tahap juga dilakukan secara
transparan. Dari awal saat proposal mulai diajukan oleh nagari, transparansi
sudah mulai ditunjukkan.  Tim Teknis Kegiatan yang dibentuk oleh bupati akan
memeriksa proposal yang diajukan. Selanjutnya Tim akan turun ke lapangan
untuk membuktikan bahwa kegiatan yang  diajukan di proposal benar-benar
dibutuhkan oleh masyarakat nagari dan masyarakat nagari sudah siap
bergotongroyong untuk mengerjakan kegiatan yang diajukan tersebut. Dalam
pelaksanaan kegiatan, masyarakat secara langsung bisa memantau apabila
terjadi penyimpangan.  Pada akhir kegiatan, penerima bantuan harus
memberikan pelaporan mengenai kegiatan yang dilakukan kepada bupati cq.
Pimpinan Kegiatan.  Selain dari itu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala oleh Tim Teknis, Pimpinan Kegiatan dan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Contoh pengajuan proposal di lampiran 2.
Contoh rekomendasi dari Tim Teknis di lampiran 3.
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5. Penurunan Angka KKN

Pembiayaan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana di tingkat nagari
dengan pola partisipatif cukup mampu memberi pelajaran kejujuran kepada
masyarakat, aparat nagari maupun pemkab sendiri. Hal tersebut ditunjukkan
oleh:

a) Tidak ada peluang penggelapan dana oleh panitia kegiatan
Adanya transparansi dalam penggunaan dana dan pelaporan
pertanggungjawaban menutup peluang bagi panitia kegiatan untuk melakukan
penggelapan dana pola partisipatif. Pengawasan yang ketat, terutama oleh
masyarakat nagari sendiri mampu mengatur jalannya pemanfaatan dana sesuai
dengan yang direncanakan dalam proposal. Selain dari itu sistem pelaporan
keuangan yang diwajibkan kepada panitia kegiatan/penerima bantuan akan
mencegah terjadinya penggelapan dana.

b) Tidak ada/sangat kecil peluang nepotisme antara nagari dan
pemkab dalam pemberian dana pola partisipatif
Dalam proses pengajuan proposal, peninjauan lapangan, pemberian
rekomendasi dan pengambilan keputusan ditolak/diterimanya proposal pola
partisipatif suatu nagari,  tidak diperlukan pendekatan khusus atau nepotisme.
Semuanya berdasarkan fakta di lapangan hasil penilaian  tim teknis yang
kemudian direkomendasikan kepada bupati.  Keputusan akhir mengenai
diterima atau ditolaknya proposal pola partisipatif suatu nagari berada di tangan
bupati.

5.1.3. Revolving Fund

Program Revolving fund diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki
usaha dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut sehingga
lebih menguntungkan dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam lingkup yang
lebih luas, revolving fund diharapkan mampu mengembangkan aktivitas
ekonomi suatu daerah.

Keberhasilan program good governance revolving fund di Kabupaten Solok
ditunjukkan oleh indikator-indikator yang dapat dicapai, yaitu peningkatan
pelayanan publik, peningkatan HDI, peningkatan akuntabilitas, peningkatan
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transparansi, peningkatan angka kesempatan kerja dan penurunan angka
kemiskinan, seperti terlihat pada tabel berikut.

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Good governance revolving fund merupakan bentuk pelayanan Pemkab. Solok
kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang
kurang berkembang karena keterbatasan modal. Jenis pelayanan tersebut
adalah memberikan fasilitas pinjaman modal usaha dengan bunga yang relatif
kecil bila dibandingkan dengan bunga  yang ditetapkan oleh bank dan tengkulak.
Selama ini sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha tetapi kurang
berkembang tersebut mengandalkan tengkulak dalam memenuhi kebutuhan
modalnya, sehingga bukannya usahanya yang berkembang tetapi justru hutang
yang semakin menumpuk.

Sejak tahun 2003 sampai Mei 2006, jumlah masyarakat (perorangan maupun
kelompok) yang sudah dibantu oleh Pemkab. Solok adalah 130. Angka tersebut
belum termasuk dengan penerima revolving fund Tahun 1997- 2003. Pada
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awal program revolving fund berjalan tahun 1997, Pemkab. Solok menanamkan
modal  sebesar 600 juta rupiah. Hampir setiap tahun modal pokok tersebut
ditambah, kecuali 2 tahun terakhir. Saat ini modal revolving fund yang berputar
berkisar 2,2 Miliar rupiah. Lihat tabel berikut.

Keterangan :
Kolom (ii) Banyaknya jumlah individu/kelompok yang memanfaatkan revolving fund
Kolom (iii)Total dana yang disalurkan sebagai dana pinjaman
Kolom (iv) Total dana yg belum dikembalikan/total dana yang disalurkan
Kolom (v)  % dana yang dikembalikan tidak sesuai perjanjian
Sektor Pertanian : Terdiri dari sub sektor Perikanan, Peternakan, Holtikultura dan Tanaman Pangan
Sektor Koperindag : Terdiri dari sub sektor Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

**Merupakan data tahun 2003 dan data tambahan baru

2. Peningkatan HDI

Angka Human Development Index (HDI) yang terdiri dari unsur-unsur usia
harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata durasi sekolah dan tingkat
pengeluaran riil/kapita, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada dasarnya memang tidak secara langsung menunjukkan bahwa
keberhasilan program revolving fund akan meningkatkan HDI Kab. Solok,
karena unsur-unsur HDI terkait dengan program-program good governance lain
(yang tidak seluruhnya dilakukan di Kab. Solok), yaitu pendidikan dan
kesehatan. Namun demikian, paling tidak program pemberdayaan ekonomi,
dalam hal ini adalah revolving fund dianggap merupakan salah satu program
good governance yang mampu meningkatkan nilai HDI suatu daerah.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI
tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Bandingkan dengan nilai
HDI Kab. Solok sebelum program good governance dilaksanakan (1996) yang
hanya mencapai 64.0.  Perkembangan nilai HDI yang baik tersebut (walaupun
sempat menurun di tahun 1999 akibat krisis ekonomi) menunjukkan bahwa
program revolving fund dianggap cukup berhasil di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Sebelum mendapat revolving fund, masyarakat pengusaha biasanya kurang
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memperhatikan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi.  Hal tersebut
dikarenakan kegiatan usaha mereka masih bersifat konvensional dan tidak
ada yang mengajari mereka mengenai pembukuan keuangan. Melalui program
revolving fund, masyarakat dipaksa untuk bisa menyusun proposal dan
membuat laporan keuangan. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat untuk
mengatur kegiatan usaha mereka, terlebih apabila dana revolving fund sudah
mulai cair. Mereka akan lebih mudah mengatur keuangan dan menjadwalkan
pengembalian pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh
proposal revolving fund dapat dilihat di lampiran 4.

4. Peningkatan Transparansi

Program revolving fund  dilakukan secara transparan oleh Pemkab. Solok
kepada masyarakat Kabupaten Solok, ditunjukkan oleh:

a) Pemkab. Solok membuka peluang yang sama kepada seluruh
masyarakat yang memiliki usaha untuk ikut dalam program revolv-
ing fund
Pemkab. Solok memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang telah
memiliki usaha tetapi membutuhkan tambahan modal, mengajukan proposal
untuk mengikuti program revolving fund. Secara transparan, Pemkab. Solok
melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) mengumumkan program
revolving fund dengan cara mengirimkan surat melalui Camat. Selanjutnya
Camat yang sudah dibekali buku petunjuk teknis oleh KPM mengumumkan
secara terbuka kepada masyarakatnya.

b) Transparansi dalam penentuan penerima revolving fund dan
prosedur pengembalian/cicilan
Penetapan penerima revolving fund didasarkan pada proposal yang dibuat
oleh masyarakat pengusaha kepada KPM. Untuk menilai proposal tersebut, di
tingkat kabupaten dibentuk Tim Verifikasi, yang juga bertugas meninjau
langsung lokasi usaha masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari peninjauan
lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk Analisa Usaha Hasil Survey, yang
ditunjukkan pada Lampiran 5. Analisa usaha hasil survey tersebut dijadikan
dasar bagi Tim Verifikasi dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati.
Lampiran 6 menunjukkan contoh rekomendasi Tim Verifikasi kepada Bupati
dalam penentuan keputusan diterima/ditolaknya proposal revolving fund.
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Setelah ditetapkan siapa yang berhak menerima revolving fund, Bupati  melalui
Keputusan Bupati Solok mengumumkan secara transparan kepada masyarakat
siapa yang berhak menerima revolving fund (Lampiran 7).   KPM secara
transparan juga menyampaikan kepada masyarakat penerima mengenai
kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh penerima revolving fund dan
pemkab (KPM) serta sanksi-sanksi apabila melanggarnya. Persetujuan
bersama mengenai hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk
kesepakatan bersama. Bentuk surat perjanjian dapat dilihat pada Lampiran 8.

5. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja

Masyarakat yang mendapatkan dana dari Revolving Fund dan berhasil
mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha, akan meningkat skala
usahanya.  Kondisi tersebut terkait dengan peningkatan angka kesempatan
kerja di daerah tersebut yang ditunjukkan oleh:

a) Peningkatan kebutuhan tenaga kerja bagi pengusaha yang
menerima revolving fund
Dengan meningkatnya skala usaha, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga
akan meningkat, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja baru di daerah
tersebut. Secara teori, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut
selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Kab. Solok.

b) Membuka kesempatan kerja di sektor usaha lain yang komplemen
dengan usaha yang dibiayai oleh revolving fund
Berkembangnya usaha-usaha yang dibiayai revolving fund ternyata mampu
menumbuhkan usaha-usaha baru yang komplemen. Contohnya adalah adanya
beberapa usaha peternakan sapi di suatu kecamatan yang dibiayai revolving
fund, menumbuhkan usaha baru tanaman hias. Usaha baru tanaman hias dapat
memanfaatkan kotoran sapi untuk kegiatan usahanya. Dengan adanya usaha
baru tersebut, kesempatan kerja menjadi lebih terbuka di daerah tersebut.

Pelaksanaan Revolving Fund dalam jangka waktu yang panjang seharusnya
memang meningkatkan angka kesempatan kerja atau mengurangi
pengangguran. Namun berdasarkan data statistik terlihat bahwa angka
pengangguran di Kab. Solok di tahun 2004 mencapai 5,13 persen, jauh lebih
tinggi dibanding tahun 1997 yang hanya 1,64%. Faktor utama kenaikan angka
pengangguran adalah dampak krisis ekonomi yang berlarut-larut.  Di Kab. Solok,
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Revolving Fund memang mampu meningkatkan angka kesempatan kerja,
namun peningkatan tersebut masih jauh lebih rendah dibanding dengan dampak
krisis ekonomi yang berakibat pada banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan
besar.  Selain dari itu, jangka waktu pelaksanaan revolving fund yang belum
terlalu lama mengakibatkan sebagian besar dana masih berputar di kelompok-
kelompok (perorangan) penerima pendahulu, baru sedikit yang   berputar ke
kelompok-kelompok (perorangan) lain yang juga membutuhkan.  Nilai dana
yang diputar juga tidak pernah ditambah, sehingga tujuan revolving fund untuk
memperluas jangkauan penerima menjadi terhambat.

Indikator keberhasilan peningkatan kesempatan kerja masih optimis dapat
dicapai oleh program good governance revolving fund, dengan syarat:

• Jumlah dana pokok yang diputar ditambah dan/ bunga revolving fund
diputar kembali dijadikan modal (untuk sementara bunga tidak jadi
sumber PAD)

• Tidak menaikkan suku bunga
• Meminimalkan jumlah kredit macet
• Memperluas jangkauan pelayanan revolving fund terhadap sektor-sektor

usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
• Rajin menciptakan inovasi baru dalam program revolving fund

6. Penurunan Angka Kemiskinan

Jumlah keluarga miskin di Kab. Solok tahun 2004 adalah 37,03 persen, menurun
dari tahun 2001 yang 38,91 persen.  Namun  apabila dibandingkan dengan
tahun 1997 pada saat good governance baru akan dipraktekkan di daerah ini,
jumlah keluarga miskin lebih kecil yaitu 30,50 persen.  Persentase keluarga
miskin yang meningkat setelah tahun 1997 sebenarnya disebabkan oleh krisis
ekonomi yang berlarut-larut.

Dalam tataran ideal, pelaksanaan good governance revolving fund sebenarnya
diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok.  Revolving
fund  memang tidak secara otomatis menurunkan angka kemiskinan, karena
dana  yang berputar dan jumlah orang/kelompok sasaran revolving fund di
Kab. Solok terlalu sedikit untuk dapat memacu penurunan angka kemiskinan
secara langsung. Secara umum  program good governance revolving fund
memiliki tujuan-tujuan yang relatif lebih mikro, namun dalam skala makro dapat
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diartikan sebagai penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh:

a) Penurunan angka ketergantungan ekonomi pengusaha (biasanya
terkait dengan modal) terhadap tengkulak
Sebelum pola revolving fund berjalan, para pengusaha kecil dan rumahtangga
menggantungkan bantuan ekonomi, terutama dalam hal modal usaha kepada
tengkulak. Alasannya adalah prosedur nya lebih mudah dan tidak memerlukan
agunan. Daya jangkau masyarakat kepada bank saat itu masih sangat rendah
karena selain keberadaan bank tidak selalu dekat dengan tempat tinggal
masyarakat, persyaratan kredit melalui bank sangat sulit dan memerlukan
agunan yang nilainya cukup besar. Keterlibatan masyarakat dengan tengkulak
akhirnya menjerat masyarakat sendiri. Hutang terus bertambah, sementara
kegiatan usaha tidak pernah bisa berkembang, sehingga kondisi ekonomi dari
hari ke hari semakin menurun.

Program revolving fund sangat membantu masyarakat melepaskan diri dari
jeratan tengkulak. Masyarakat menjadi lebih leluasa dalam mengelola usahanya
karena bunga yang dibebankan sangat kecil. Sedikit demi sedikit kondisi
ekonomi mulai membaik dan meningkat.

Bila dilihat dari jumlahnya, dari tahun 2003 sampai Mei tahun 2006  sebanyak
130  orang (kelompok) sudah dibantu Pemkab. Solok dalam bentuk revolving
fund. Artinya, terdapat sekitar 130 orang (kelompok) yang terselamatkan dari
kemungkinan ketergantungan terhadap tengkulak. Bila dianalogikan jumlah
orang yang mendapatkan dana revolving fund mewakili keluarga, maka terdapat
0,16  persen dari jumlah keluarga di Kab. Solok yang terselamatkan dari jurang
kemiskinan. Data tersebut hanya terbatas dari tahun 2003 sampai 2006, tidak
termasuk data penerima revolving fund sebelum tahun 2003.

b) Peningkatan pendapatan pengusaha yang mendapatkan
   revolving fund
Masyarakat pengusaha yang mendapatkan dana dari revolving fund pada
awalnya sebagian besar adalah masyarakat yang bisa dianggap miskin karena
usahanya kurang berkembang. Dengan kucuran dana dari revolving fund, terjadi
peningkatan skala usaha sehingga pendapatan dan taraf hidup menjadi
meningkat.

Sebagai contoh Pengusaha A dari Kecamatan Kubung. Sebelumnya hanya
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memiliki 1 kolam lele yang tidak bisa berkembang.  Dengan mendapatkan
suntikan dana dari revolving fund senilai Rp. 5 juta, saat ini kolam lele nya
sudah bertambah 2, sehingga total menjadi 3 kolam.  Hasil Dari ketiga kolam
tersebut oleh A dikelompokkan menjadi kolam untuk membayar hutang, kolam
untuk membiayai hidup dan kolam untuk tabungan.  Hasilnya, Pengusaha A
sudah berhasil membangun rumah baru hasil dari kolam lelenya.

c) Peningkatan aktivitas ekonomi di nagari dan kecamatan sebagai
akibat dari berjalannya usaha-usaha yang dibiayai oleh revolving
fund dan usaha-usaha komplementernya
Kegiatan usaha yang dibiayai revolving fund dan usaha-usaha komplementernya
yang berjalan dengan baik dan kontinyu di suatu daerah, memacu peningkatan
aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Saat ini, di Kabupaten Solok pada tahun
2005 saja sudah tumbuh empat BPR baru sebagai respon dari kegairahan
ekonomi yang mulai tercipta sampai pada level kecamatan dan nagari.
Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesempatan
kerja dan pendapatan sehingga pada jangka panjang akan menurunkan angka
kemiskinan di wilayah Kabupaten Solok.

5.1.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance penyusunan LAKIP di
Kabupaten Solok adalah terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya, peningkatan transparansi dan peningkatan
akuntabilitas, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Materi LAKIP adalah penjabaran rencana kerja (Renja) tahunan Pemkab. Solok
dalam bentuk pencapaian tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan, indikator
kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sumberdaya kinerja dan dana.  Dengan
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adanya pelaporan melalui sistem LAKIP, seluruh unit kerja akan berusaha
melaksanakan program kerjanya secara baik sehingga sasaran pemkab dalam
Renja bisa dicapai. Unit Kerja akan bekerja secara efektif dan efisien dalam
hal pengelolaan sumberdaya manusia dan dana karena penggunaannya
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP. Ketidakefisienan dan
ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya akan berakibat kepada tidak
tercapainya sasaran yang dimaksud sehingga kinerja unit kerja yang
bersangkutan akan dinilai rendah atau buruk oleh Bupati dan DPRD.

2. Peningkatan Transparansi

Pelaporan LAKIP yang berisi materi analisis pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam Renstra untuk tahun bersangkutan, merupakan media
pertanggungjawaban kinerja Pemkab. Solok kepada seluruh stakeholders,
terutama DPRD dan masyarakat. Secara transparan  dijelaskan mengenai
kegiatan yang dilakukan dan pencapaiannya, sehingga DPRD dan masyarakat
bisa mengkritisinya.  Pada tahap sebelum LAKIP dibentuk, terjadi pula
transparansi dari setiap unit kerja yang menyampaikan LAKIP unit kerja terpusat
ke bagian Organisasi Pemkab. LAKIP Unit Kerja tersebut merupakan bahan
bagi Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Pelaporan LAKIP Pemkab. Solok  merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja pemerintah Kab. Solok sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di
masa datang. Good governance LAKIP di Solok mencerminkan akuntabilitas
karena kinerja Pemkab Solok yang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja
dan performance agreement, membuat output LAKIP bisa diukur. Dengan
demikian kinerja yang dilakukan selama satu tahun tersebut dapat diukur tingkat
keberhasilannnya. Rencana Kinerja Pemkab Solok Tahun 2005, Tujuan,
Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pencapaiannya ditunjukkan oleh
Lampiran 9.

5.1.5.  Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

DAUN merupakan salah satu program good governance Pemkab. Solok yang
tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan pencapaian dari indikator-indikator
peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan
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transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan
publik. Lihat penjelasan pada tabel berikut.

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Program DAUN yang diberikan Pemkab. Solok kepada nagari merupakan
realisasi dari program pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari. Ada
105 kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan nagari terkait realisasi
program Pemkab. Solok kembali ke pemerintahan nagari ini. Dengan
pelimpahan kewenangan yang diikuti dengan pemberian DAUN, unsur nagari
menjadi lebih diberdayakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan
di tingkat nagari. Pemberdayaan unsur nagari diwujudkan dalam bentuk
tanggungjawab yang besar dalam penyusunan rencana anggaran DAUN,
pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban DAUN. Pemberdayaan unsur
nagari sebagai input dan pelaksana pembangunan di tingkat nagari tersebut
merupakan wujud  efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya nagari
untuk kepentingan yang lebih besar yaitu pembangunan Kab. Solok.

2. Peningkatan Transparansi

Transparansi merupakan unsur yang ditonjolkan dalam pemberian DAUN dari
Pemkab kepada nagari, seperti ditunjukkan dalam penjelasan berikut.
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a) Transparansi dari pemkab kepada nagari mengenai kriteria
penilaian DAUN yang disalurkan ke tiap nagari, jumlah dana yang
diberikan dan alokasi penggunaannya
Secara transparan Pemkab. Solok menyampaikan kepada setiap nagari bahwa
dana DAUN yang akan disalurkan ke tiap nagari berasal dari APBD dengan
nilai berkisar antara Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 150 juta.  Nilai aktual yang
diterima tiap nagari didasarkan kepada nilai indeks nagari yang cara
penghitungannya menggunakan kriteria penilaian (bobot nilai) yang terdiri dari
unsur luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, SDA (PDRB/
kapita), SDM (angkatan kerja), PBB dan perhubungan.  Rumus DAUN yang
diterima oleh setiap nagari adalah, DAUN= 75.000.000 + (Indeks Nagari x
Total Daun Kabupaten). Nilai dari rumus tersebut adalah nilai DAUN yang
diterima oleh setiap nagari.  Apabila ada nilai DAUN nagari yang dihitung
berdasarkan rumus diperoleh hasil kurang dari 75 juta atau lebih dari 150 juta,
maka nilai akhirnya dijadikan 75 juta atau 150 juta. Nilai akhir DAUN yang
diterima tiap nagari diumumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kab. Solok.   Secara transparan juga diberitahukan kepada
nagari bahwa alokasi DAUN harus digunakan untuk biaya rutin 60% dan biaya
pembangunan 40%. Tabel berikut menunjukkan nilai DAUN tiap nagari di Kab.
Solok tahun anggaran 2006.
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b) Transparansi dari Nagari kepada masyarakatnya dalam
penyusunan dan penggunaan DAUN
Transparansi DAUN dari pemerintahan nagari  kepada masyarakat nagari dalam
bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai jumlah DAUN
yang diterima, rencana penggunaannya serta pos-pos belanjanya. Informasi
tersebut disampaikan kepada masyarakat nagari dalam Laporan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang disahkan dalam bentuk Peraturan
Nagari. Informasi detail mengenai penggunaan DAUN dapat dilihat dalam Daftar
Isian Kegiatan Nagari (DIKNA) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).  Contoh
APBN dan DIKNA DAUN dapat dilihat di Lampiran 10 dan Lampiran 11.
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3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan good governance DAUN adalah terjadinya peningkatan
partisipasi masyarakat nagari. Dengan adanya DAUN, masyarakat nagari
menjadi terlibat dalam musyawarah-musyawarah nagari untuk melahirkan
keputusan-keputusan pemerintah nagari, terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan nagari serta terlibat dalam pengawasan pembangunan.  Dalam
hal pertanggungjawaban penggunaan dana DAUN, perwakilan masyarakat juga
dilibatkan oleh pemerintahan nagari. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat
nagari semakin mudah dilakukan karena adanya sistem pelaporan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Nagari) yang transparan dan rutin dilakukan
setiap tahun.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Dana DAUN yang diberikan Pemkab Solok kepada Nagari merupakan media
peningkatan pelayanan publik. Bentuknya adalah:

a) Menyediakan dana block grant  untuk tugas-tugas pelayanan
kepada masyarakat nagari
Dana block grant digunakan oleh aparat/petugas desa untuk tugas pelayanan
kepada masyarakat nagari, memberikan fasilitas tertentu untuk kepentingan
umum, dan lain-lain. Tabel berikut menggambarkan penggunaan DAUN untuk
pos belanja rutin dan belanja pembangunan di Nagari Supayang Kec. Payung
Sekaki Kab. Solok Tahun 2006.
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b) Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial,
ekonomi, sarana agama dan adat serta fasilitas umum lainnya
Empat puluh persen dana DAUN digunakan untuk belanja pembangunan nagari.
Sebagian dari belanja  pembangunan tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan
sarana dan prasarana ditingkat nagari. Sarana dan prasarana tersebut
diantaranya adalah: sarana pemerintah nagari;sarana produksi (tanah nagari,
badan usaha nagari, irigasi, DAM, kolam/kebun, dsb); sarana perhubungan
(jalan nagari, rambu-rambu jalan, gorong-gorong,dll); sarana pariwisata (tempat
parkir pariwisata, tempat wisata, pemandian nagari, dll);  sarana koperasi
(prasarana pasar, los/kios, dll); prasarana sosial budaya (sarana ibadah, TPA
TPSA, cagar budaya dan olahraga, posyandu dan puskesmas, PKK, sarana
dan prasarana sosial&budaya lain); dan lain-lain. Dengan terpeliharanya sarana
dan prasarana umum, masyarakat nagari bisa merasakan kemanfaatan dari
sarana dan prasarana tersebut.

RINCIAN BELANJA NILAI (Rp)
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5.1.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu praktek good governance yang
berjalan dengan baik di Kabupaten Solok. Kunci keberhasilan dari keikutsertaan
masyarakat dalam program-program pemerintah adalah diberikannya wadah
resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemkab dan
keterbukaan pemkab dalam menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat
tersebut.

Indikator keberhasilan good governance partisipasi masyarakat di kabupaten
Solok adalah: peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan HDI, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi
dan penurunan angka kemiskinan. Lihat tabel berikut.

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Pelaksanaan good governance partisipasi masyarakat di Kab. Solok mampu
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya, yang
ditunjukkan oleh:

a) Pemberdayaan seluruh unsur SDM di Kab. Solok dalam
perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kab. Solok
Kegiatan pembangunan di Kab. Solok dalam perencanaannya melibatkan
seluruh unsur masyarakat dari tingkat nagari sampai kabupaten, yaitu:
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1) Kelompok masyarakat nagari (pemuda, pendidik, wanita, kesehatan,
agama, dll); 2) Unsur pemerintah daerah (nagari dan kecamatan); 3) perwakilan
eksekutif; 4) Perwakilan legislatif; 5) Tokoh masyarakat; 6) LSM; 7) Perguruan
Tinggi; 8) Tokoh Adat; 9) Bundo Kandung; 10) Organisasi Profesi; 11) Perantau;
12) Unsur lain yang dianggap penting.

Pemberdayaan seluruh unsur masyarakat tersebut cukup efektif dan efisien
membantu perencanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah dan
berdayaguna.

b) Penjaringan aspirasi oleh seluruh unsur masyarakat terkait dengan
kegiatan pembangunan Kab. Solok
Program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Solok  merupakan
hasil dari penjaringan aspirasi seluruh unsur masyarakat yang dipadukan dengan
usulan unit kerja/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang
bersangkutan.  Media yang dipakai Pemkab Solok dalam menjaring aspirasi
dari  masyarakat adalah: Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses
DPRD, Survey Program, Input Langsung, dan Tim Sinergi.

Penjaringan aspirasi dari masyarakat secara langsung  untuk kepentingan
kegiatan pembangunan tersebut merupakan wujud dari efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya. Karena masyarakat merupakan sumberdaya
sekaligus obyek dari kegiatan pembangunan. Penjaringan aspirasi masyarakat
akan menciptakan kegiatan pembangunan yang terarah serta dibutuhkan oleh
masyarakat.

c)Efektifitas dan efisiensi pembangunan Kab. Solok karena adanya
pengawasan masyarakat
Unsur masyarakat di Kabupaten Solok juga dilibatkan dalam pengawasan
kegiatan pembangunan. Peluang untuk melakukan pengawasan secara
langsung dalam kegiatan pembangunan ini menciptakan kegiatan pembangunan
di Solok menjadi  lebih efektif dan efisien dengan tingkat kebocoran dan
kegagalan yang relatif lebih kecil.

2. Peningkatan HDI

Partisipasi masyarakat di Kab. Solok diarahkan kepada perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga diharapkan kegiatan
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pembangunan di Kab. Solok lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pada tahap selanjutnya kegiatan pembangunan yang terarah dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Solok, yang ditunjukkan oleh
peningkatan HDI.

Nilai HDI terakhir (2004) Kabupaten Solok adalah 68,75, lebih tinggi dari HDI
tahun 1999 yang 61,6 dan HDI tahun 2002 yang 63,7. Perkembangan nilai HDI
yang baik tersebut menunjukkan bahwa program partisipasi masyarakat
dianggap berjalan dengan baik di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
good governance part is ipasi masyarakat adalah:

a) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dilakukan melalui Duduk Basamo yang dilakukan tiap 5 tahun
sekali, Musyawarah Pembangunan Nagari yang merupakan kegiatan tahunan,
Musrembang Kecamatan yang dilaksanakan tiap tahun sekali dan Tim Sinergi
yang juga merupakan kegiatan tahunan. Partisipasi masyarakat tersebut dalam
wujud penyampaian usul/ide program pembangunan, mengkritisi program-pro-
gram pembangunan yang diajukan unit kerja/instansi teknis, membahas pro-
gram pembangunan yang akan dilaksanakan dan bersama dengan seluruh
peserta memutuskan jens program/kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan.

b) Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan
pembangunan
Keterlibatan dalam pengawasan pembangunan dilakukan oleh perwakilan
masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan melalui kegiatan Duduk Basamo, Musbang Nagari, Musrembang
Kecamatan dan Tim Sinergi. Monitoring dan evaluasi juga bisa dilakukan oleh
masyarakat umum melalui kotak pengaduan atau sms langsung ke bupati.  Di
luar masyarakat, LSM yang cukup banyak tersebar di wilayah ini juga bisa
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mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok.

4. Peningkatan Transparansi

Indikator keberhasilan peningkatan tranparansi pada good governance
partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh keterbukaan Pemkab. Solok dalam
penyampaian rencana program-program pembangunan setiap tahunnya.
Masyarakat tidak hanya ditunjukkan mengenai rencana pembangunan yang
akan dilaksanakan, namun juga diajak terlibat dalam pengambilan keputusan
mengenai program-program pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh
Kab. Solok pada tahun tersebut.

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Solok diharapkan sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat Solok. Sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat
dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka panjang program partisipasi masyarakat diharapkan akan
menurunkan angka kemiskinan di Kab. Solok.

Persentase keluarga miskin di Kabupaten Solok tahun 2004  adalah  37,03
persen, menurun dari tahun 2001 yang sebesar 38,91  persen.  Namun  apabila
dibandingkan dengan tahun 1997 pada saat good governance baru akan
dipraktekkan di daerah ini, jumlah keluarga miskin pada tahun tersebut lebih
kecil yaitu hanya 30,50 persen.  Persentase keluarga miskin yang meningkat
setelah tahun 1997 sebenarnya lebih disebabkan oleh krisis ekonomi yang
berlarut-larut.

Pada dasarnya program partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
apabila terus menerus dilaksanakan dalam jangka panjang diyakini tetap
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan angka
kemiskinan di Kabupaten Solok. Artinya, walaupun saat ini angka kemiskinan
belum bisa turun secara signifikan, namun sebaiknya program partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terus dilaksanakan karena
hasilnya yang positif.
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5.1.7. Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan praktek good governance di Kab. Solok yang cukup
berhasil menciptakan kedisiplinan di kalangan aparatur Pemkab. Solok.
Keberhasilan praktek good governance ini tidak terlepas dari keterlibatan LSM
dalam memandu pelaksanaannya dan keikutsertaannya dalam pengawasan.

Indikator keberhasilan pakta integritas adalah terjadinya peningkatan
transparansi dan penurunan angka KKN, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

1. Peningkatan Transparansi

Penerapan pakta integritas di lingkungan Pemkab. Solok merupakan wujud
dari:

a) Keterbukaan bagi aparatur Pemkab mengenai hal-hal yang tidak
boleh dilakukan, terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya
Dengan menandatangani pakta integritas, aparatur mengetahui apa saja yang
tidak boleh dilakukan terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka
emban.  Mereka juga memahami bahwa dengan menandatangani pakta
integritas sanksi siap mereka terima bila melanggar isi dari pakta integritas
tersebut. Isi pakta integritas ditunjukkan pada lampiran 12.
b) Keterbukaan kepada masyarakat bahwa aparatur daerah telah
menandatangani pakta integritas yang akan diberlakukan sanksi
bila mereka melanggarnya
Penandatanganan pakta integritas oleh aparatur pemerintah Kabupaten Solok
diinformasikan kepada masyarakat dan LSM sehingga mereka bisa ikut
mengawasi dalam pelaksanaannya. Bahkan masyarakat juga diberi kesempatan
melaporkan aparatur daerah yang melanggar pakta integritas dan dijamin akan
ditindaklanjuti oleh Pemkab. Solok
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2. Penurunan Angka KKN

Penandatanganan pakta integritas memang bertujuan untuk meningkatkan
kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkab. Solok. Pakta Integritas juga
membatasi perilaku PNS supaya tetap pada garis tugas dan tanggungjawabnya.
Hasil akhirnya, diharapkan menurunkan dan selanjutnya menghilangkan
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab. Solok.  Di Kab Solok,
Pakta Integritas berhasil menurunkan angka KKN karena pelanggaran terhadap
pakta integritas akan dikenakan sanksi.  Sanksi yang diberikan mulai dari
teguran sampai dengan pemecatan. Sampai saat ini di Pemkab. Solok, sanksi
paling berat yang sudah pernah diterapkan adalah penurunan pangkat.

5.1.8. Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada dasarnya sudah diatur secara
nasional berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003, yang telah diubah beberapa kali
dan yang terakhir Perpres Nomor 8 Tahun 2006.  Namun demikian tidak seluruh
daerah mampu  melaksanakannya secara baik sesuai dengan Kepres dan
Perpres yang berlaku.  Kab. Solok merupakan salah satu daerah yang secara
disiplin  melaksanakan segala peraturan dalam Kepres dan Perpres tersebut
tanpa memiliki hambatan yang berarti.

Keberhasilan Pemkab. Solok dalam melaksanakan sistem pengadaan barang
dan jasa ditunjukkan oleh indikator keberhasilan terjadinya efisiensi dan
efektifitas pengelolaan sumberdaya, peningkatan partisipasi masyarakat,
peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN, seperti terlihat pada tabel
berikut.
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan
dengan efisien dan efektif karena ada SK bupati yang menjadi standar/peraturan
proses pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemkab Solok didasarkan pada  SK Bupati Solok No.28 Tahun
2005, yang sebagian besar mengacu kepada Kepres Nomor. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2005.

Seluruh tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan
SK Bupati, tidak boleh ada penyimpangan, penyederhanaan ataupun
perpanjangan proses.  Efisiensi dan efektifitas proses pengadaan akan terjadi
bila seluruh  proyek pengadaan  mengikuti peraturan dalam SK Bupati ini.
Prosedur pengadaan barang dan jasa pelelangan umum di Kab. Solok
ditunjukkan dalam lampiran 13,  prosedur pengadaan barang dan jasa pemilihan
langsung di lampiran 14 prosedur pengadaan barang dan jasa penunjukan
langsung ditunjukkan dalam lampiran 15
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2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab. Solok mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat, ditunjukkan oleh:

a) Masyarakat (pengusaha, kontraktor, konsultan) memiliki
kesempatan yang sama dalam mengikuti thender pengadaan barang
dan jasa, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan
Dengan SK Bupati yang ditetapkan, seluruh pengusaha, kontraktor dan
konsultan yang memenuhi syarat bisa berpartisipasi dalam thender pengadaan
barang dan jasa. SK Bupati ini memang membuka secara  lebar peluang
pengikut thender. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum SK Bupati Nomor
28 Tahun 2005 dan Kepres 80 tahun 2003 ada. Pada waktu itu sistem pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok hanya diikuti oleh pengusaha,
kontraktor dan konsultan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Pemenang
thender pun seperti sistem arisan (bergilir) di seputar mereka saja.

b) Masyarakat dan LSM bisa ikut serta dalam mengawasi proses
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok
Salah satu kunci ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kab.
Solok adalah adanya keikutsertaan masyarakat dan LSM dalam mengawasi
proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.  Masyarakat dan LSM bisa
memberi masukan, mengkritik serta mengadukan kegiatan kecurangan dalam
prosedur pengadaan barang dan jasa ini. Pengaduan tersebut dianggap
merupakan salah satu bentuk kontrol yang akan langsung ditanggapi oleh
Pemkab. Solok.  Dalam SK Bupati Nomor 28 Tahun 2005 disebutkan bahwa,
pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa dapat berfungsi:

• sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik
terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan
barang/jasa

• memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara
berfikir dan pelaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam
pengadaan barang/jasa

• memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus
mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, dan
pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam
pengadaan barang dan jasa
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3. Peningkatan Transparansi

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Solok berjalan
dengan cukup transparan, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) Transparansi dalam pembukaan thender melalui media massa
dan pengumuman terbuka
Pengumuman mengenai rencana pengadaan barang dan jasa dilakukan secara
terbuka dengan tujuan semua memiliki kesempatan yang sama dalam
mendaftar (mengikuti thender) pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok.
Dengan memberikan pengumuman secara terbuka diharapkan Pemkab akan
mendapatkan banyak kandidat sehingga setelah melalui proses seleksi akan
diperoleh pengusaha, kontraktor atau konsultan yang paling berkualitas. Contoh
format iklan pengadaan pekerjaan konstruksi ditunjukkan di lampiran 16 dan
contoh format iklan pengadaan barang ditunjukkan di lampiran 17.

b) Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa
Setelah semua diberi kesempatan yang sama dalam mendaftar keikutsertaan
thender,  proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya dilaksanakan secara
transparan dan terbuka. Tidak ada proses yang dilakukan di luar prosedur
yang sudah ditetapkan. Setelah melalui seleksi, pengumuman mengenai siapa
yang menang dan siapa yang kalah juga dilakukan secara terbuka. Lihat
kembali lampiran 13, lampiran 14 dan lampiran 15.

4. Penurunan Angka KKN

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara profesional dan
mengikuti prosedur yang berlaku secara langsung akan menurunkan angka
KKN, seperti ditunjukkan oleh data berikut:

a) Tidak ada kolusi antara panitia pengadaan barang dan jasa dan
peserta thender karena sudah ada standarisasi dan peraturan
pengadaan barang dan jasa
Dengan SK Bupati tersebut, kolusi antara panitia dan peserta/calon peserta
thender tidak dimungkinkan lagi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Solok. Peraturan yang dibuat sudah sangat ketat.
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi. Terlebih panitia
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dan peserta thender juga sudah menandatangani pakta integritas.

b) Tidak ada korupsi yang bisa dilakukan oleh pemenang thender
maupun panitia pengadaan barang dan jasa karena kegiatan
dilakukan secara transparan
Celah untuk melakukan korupsi pada sistem pengadaan barang dan jasa di
kab. Solok  sangat kecil.  Hal tersebut dikarenakan berdasarkan seleksi yang
dilakukan oleh panitia, perusahaan, kontraktor atau konsultan yang paling efisien
lah yang akan menjadi pemenang dalam thender yang diadakan. Panitia tidak
bisa bermain dalam penentuan pemenang thender, karena skor berikut item
nya diumumkan secara transparan. Selain dari itu panitia thender juga telah
menandatangani pakta integritas yang mengingatkan kepada mereka mengenai
keharusan untuk berbuat jujur dalam melakukan tugas.  Demikian juga untuk
pemenang thender yang juga telah menadatangani pakta integritas.

c) Tidak ada nepotisme, karena pemenang thender adalah peserta
yang mendapatkan nilai tertinggi
Berdasarkan SK Bupati dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam
proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Solok tidak berlaku. Semua
diberi kesempatan yang sama dalam mengikuti thender, termasuk pengusaha,
kontraktor ataupun konsultan yang dekat dengan kekuasaan. Namun proses
seleksi berlaku secara standar untuk seluruh peserta dan yang menjadi
pemenang adalah peserta yang memiliki skor tertinggi.  Proses yang dilakukan
semua berjalan secara transparan dan diawasi oleh masyarakat dan LSM.

5.1.9. Giro to Giro

Praktek good governance giro to giro merupakan pengembangan dari praktek
good governance Pos Pelayanan Satu Pintu yang sudah lebih dahulu
dilaksanakan. Apabila dalam Posyantu yang dilayani masyarakat umum, maka
dalam giro to giro konsentrasi pelayanan ditujukan kepada unit kerja, pemegang
kas, atau pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan pelaksanaan giro to giro di Kabupaten Solok ditunjukkan oleh
indikator peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan transparansi dan penurunan angka KKN. Tabel berikut menjelaskan
secara rinci data yang menunjukkan kondisi tersebut.
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Melalui sistem giro to giro, proses pengajuan SPP dan pencairan SPMU menjadi
lebih efisien dan efektif.  Hal tersebut dikarenakan terdapat prosedur yang
baku dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan prosedur baku tersebut, proses
bisa berjalan lebih tertib dan bisa diprediksi penyelesaiannya, termasuk
hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi. Dengan prosedur yang baku,
juga terjadi penghematan tenaga dan waktu unit kerja pengguna anggaran/
pihak ketiga, karena mereka tidak perlu berulang-ulang mendatangi loket G to
G untuk mengetahui status SPP mereka.

2. Peningkatan Transparansi

good governance giro to giro berjalan dengan mengedepankan prinsip
transparansi. Transparansi dalam proses giro to giro ditunjukkan oleh:

a) Transparansi prosedur
Prosedur giro to giro secara transparan dijelaskan di loket giro to giro dalam
bentuk bagan yang cukup komunikatif.  Dengan membaca prosedur tersebut,
pemegang kas mendapatkan informasi yang berharga mengenai status SPP
mereka.  Dijamin tidak ada prosedur yang dilakukan di luar prosedur resmi
yang diinformasikan tersebut.
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b) Transparan dalam hal waktu penyelesaian
Salah satu tujuan praktek good governance giro to giro adalah menciptakan
transparansi dalam hal waktu penyelesaian. Tujuan tersebut tercapai di giro to
giro yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab. Solok. Jangka waktu yang
dibutuhkan untuk memproses SPP-PK menjadi SPMU adalah lebih kurang 6
hari kerja, sedangkan SPP-BT menjadi SPMU membutuhkan waktu lebih kurang
2 hari kerja.

3. Penurunan Angka KKN

Indikator penurunan angka KKN juga dapat dipenuhi dalam praktek good
governance giro to giro, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut:

a) Tidak ada suap yang diberikan pemegang kas kepada petugas
untuk mendapatkan pelayanan istimewa
Sebelum sistem giro to giro diberlakukan, pencairan SPMU dilakukan secara
cash sehingga pemegang kas memegang uang dalam bentuk cash. Karena
memegang uang cash, pada umumnya para pemegang kas akan meninggalkan
uang kepada petugas. Nilai uang yang diberikan pemegang kas kepada petugas
selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh
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petugas. Dengan adanya giro to giro, tidak ada lagi uang cash yang dipegang
petugas maupun pemegang kas, sehingga tidak ada lagi peluang menyuap
oleh pemegang kas untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat.  Selain dari itu
dengan jaminan transparansi prosedur dan waktu, pemberian suap tersebut
memang sudah tidak diperlukan lagi.

b) Tidak ada permintaan imbalan (suap) dari petugas kepada
pemegang kas dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih cepat
Dengan giro to giro, proses pencairan dana berlangsung secara tertib dengan
waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada peluang untuk mempercepat atau
memperlambat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas
juga tidak memiliki peluang untuk meminta imbalan kepada pemegang kas
atas pelayanan yang diberikan. Karena selain pemegang kas memang tidak
memegang uang cash yang bisa diberikan kepada petugas, petugas juga terikat
pada pakta integritas yang telah mereka tandatangani.

5.1.10. Performance Agreement (Perjanjian Kinerja)

Praktek good governance Performance Agreement di lingkungan pemerintah
kabupaten Solok memberikan pengaruh yang baik dalam hal pengawasan
atasan kepada bawahan.Hal tersebut dikarenakan para atasan memiliki
perjanjian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Perjanjian
Kinerja tersebut adalah antara Kepala Unit Kerja kepada Bupati dan antara
Bupati kepada DPRD.

Indikator keberhasilan pelaksanaan good governance performance agreement
adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan transparansi dan peningkatan akuntabilitas, seperti ditunjukkan
oleh tabel berikut.
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Perjanjian kinerja antara bupati dengan DPRD dan Kepala Unit Kerja (Dinas,
Kantor, Sekretariat, Unit) dengan bupati bentuknya adalah kontrak kerja selama
1 tahun dan harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun.  Dengan adanya
perjanjian kinerja ini, kegiatan kerja selama 1 tahun lebih terencana sehingga
kebutuhan sumberdayanya lebih dapat diukur.  Kebutuhan sumberdaya yang
terukur akan menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
tersebut. Dengan demikian tidak akan ada pemborosan sumberdaya, yang
biasanya sering terjadi pada program-program kerja yang tidak didasarkan
pada kinerja dan pertanggungjawaban hasil kerja.

2. Peningkatan Transparansi

Prinsip transparansi juga dikedepankan dalam pelaksanaan good governance
performance agreement ini.  Terjadi pertukaran informasi yang transparan antara
para stakeholders (DPRD, bupati, kepala unit kerja, karyawan). Bahkan
transparansi tersebut dikuatkan dalam bentuk kontrak kerja.  Peningkatan
transparansi tersebut memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masing-
masing unit kerja teknis dan bupati serta DPRD mengenai kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan masing-masing unit kerja selama 1 tahun dan bisa
memperkirakan hasilnya.  Transparansi kegiatan juga menciptakan pengawasan
yang baik dalam hal pelaksanaan pekerjaan dari atasan kepada anak buahnya,
karena keberhasilan kegiatan selama 1 tahun tersebut harus
dipertanggungjawabkan di akhir tahun kepada pihak yang terlibat dalam kontrak
kerja. Contoh kesepakatan kinerja antara bupati dan kepala dinas/badan/
sekretariat ditunjukkan di lampiran 18.
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3. Peningkatan Akuntabilitas

Perjanjian kinerja menciptakan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja yang
baik akan membuat kegiatan selama satu tahun lebih terarah dan dapat diukur
tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan yang terukur menciptakan
akuntabilitas kinerja sehingga indikator keberhasilan good governance perfor-
mance agreement dapat dicapai.

Contoh bentuk kegiatan yang bisa diukur bisa dilihat lagi pada lampiran 18
pada halaman 2 dan seterusnya.

5.1.11. Anggaran Berbasis Kinerja

Good governance Anggaran Berbasis Kinerja merupakan tolak ukur dari
pelaksanaan kegiatan tahunan unit kerja di lingkungan Pemkab. Solok.
Keberhasilan good governance anggaran berbasis kinerja menentukan pula
tingkat keberhasilan Pemkab. dalam pembangunan Kab. Solok.

Indikator keberhasilan good governance Anggaran Berbasis Kinerja adalah
terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi,peningkatan
transparansi, peningkatan akuntabilitas dan penurunan angka KKN. Lihat tabel
berikut.
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya merupakan salah
satu indikator keberhasilan good governance anggaran berbasis kinerja, yang
ditunjukkan dengan:

a) Efisiensi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan
pembangunan, karena anggaran di tahun bersangkutan ditetapkan
berdasarkan kinerja yang akan dilakukan dalam tahun tersebut
Di Kabupaten Solok, program kerja ditentukan lebih dahulu. Berdasarkan pro-
gram kerja tersebut baru ditetapkan anggarannya. Dengan sistem yang
demikian tidak akan ada pemborosan anggaran.  Anggaran ditetapkan
berdasarkan program kerja yang akan dilakukan. Contoh sederhana anggaran
yang ditetapkan berdasarkan program kerja, dapat kembali dilihat di lampiran
18, halaman kedua dan selanjutnya.

b) Efektifitas kegiatan pembangunan karena anggaran yang disiapkan
sudah sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan
Program kerja yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja akan efektif berjalan
dengan ketersediaan dana yang mencukupi.  Dengan sistem ini, pada saat
melakukan kegiatan, pelaksana kegiatan tidak perlu memikirkan cukup atau
tidak cukup dana untuk pelaksanaan  kegiatan tersebut. Dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja, jumlah dana yang disediakan dipastikan cukup untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.  Dengan demikian kegiatan
pembangunan akan berjalan dengan efektif.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Partisipasi Masyarakat merupakan salah indikator keberhasilan
good governance anggaran berbasis kinerja yang berhasil dicapai oleh Kab.
Solok, seperti ditunjukkan oleh data berikut.

a) Keikutsertaan Masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan
dan penentuan anggarannya
Kegiatan pembangunan di Kab. Solok ditetapkan berdasarkan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat yang ditampung dalam wadah Duduk Basamo, Musbang
Nagari, Rakorbang Kecamatan, Reses DPRD, Survey Program, Input Langsung
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dan Tim Sinergi.  Tim Sinergi bahkan membantu menentukan anggaran dari
program kerja yang telah ditetapkan tersebut. Gambar berikut menunjukkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan program kerja dan anggaran
pembangunan Kab. Solok.

b) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan dan anggaran
pembangunan yang berjalan
Dalam anggaran berbasis kinerja, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan
pembangunan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui wadah-wadah Duduk
Basamo, Musbang nagari, Rakorbang Kecamatan, Tim Sinergi dan pengaduan
langsung. Musbang Nagari, Rakorbang Kecamatan dan tim Sinergi memiliki
jadwal khusus untuk evaluasi kegiatan pembangunan, yang hasilnya akan
disampaikan kepada Pemkab. Solok.  Sedangkan pengaduan/kritik secara
langsung dapat dilakukan kapan saja selama proses pembangunan berjalan.
Dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
ini, kegiatan pembangunan diharapkan tetap berada pada koridor yang benar
dan segera bisa diperbaiki apabila terjadi penyelewengan.

3. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi merupakan salah satu indikator yang juga berhasil
dicapai oleh praktek good governance anggaran berbasis kinerja. Masyarakat
bisa mengetahui program kerja yang akan dilakukan selama satu tahun ke
depan sekaligus anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Informasi
tersebut bisa dilihat melalui Keputusan Bupati mengenai Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah tahun bersangkutan. Selain dari itu, isi praktek
good governance Performance Agreement unit kerja juga mencantumkan pro-
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gram kerja tahunan beserta biaya dan output unit kerja yang bersangkutan.
Transparansi program kerja dan nilai anggaran oleh Pemkab. Solok kepada
masyarakat dilakukan dengan tujuan masyarakat bisa terlibat langsung dalam
hal pelaksanaan kegiatan dan pengawasannya, sehingga program kerja dapat
berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

4. Peningkatan Akuntabilitas

Salah satu ciri dari anggaran berbasis kinerja adalah terciptanya akuntabilitas
program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan anggaran berbasis kinerja,
program kerja yang akan dilaksanakan lebih terarah dan hasilnya dapat diukur
(akuntable).

5. Penurunan Angka KKN

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, peluang untuk melakukan KKN
menjadi sangat kecil, atau bahkan tertutup. Seluruh anggaran diciptakan
berdasarkan kinerja yang akan dilakukan, sehingga tidak ada celah
mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi/kelompok dari anggaran yang
ada. Selain dari itu ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran berdasarkan
kinerja yang sudah dilakukan.

5.1.12.  Tunjangan Daerah

Tunjangan Daerah merupakan praktek good governance yang berpihak kepada
aparatur pemkab dengan bentuk insentif. Tunjangan Daerah diberikan dalam
rangka  meningkatkan pendapatan aparatur daerah.  Dengan meningkatnya
pendapatan diharapkan akan meningkatkan semangat kerja sehingga output
yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan tunjangan daerah di Kab. Solok ditunjukkan
oleh adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya,
penurunan KKN dan peningkatan transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh
tabel berikut.
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1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumberdaya

Dengan menetapkan tunjangan daerah, terjadi efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya, yang ditunjukkan oleh:

a) Pengalokasian (pengalihan) anggaran ‘honor’ dalam APBD ke
dalam bentuk ‘tunjangan daerah’ yang lebih efektif dan efisien dalam
pemanfaatannya
Sumber dana tunjangan daerah yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai di
lingkungan Pemkab. Solok berasal dari honor proyek (yang sudah dialokasikan
di APBD).  Dengan demikian penetapan tunjangan daerah tidak menambah
anggaran APBD.  Bahkan dengan pengalihan dari honor proyek ke tunjangan
daerah terjadi efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Sebelumnya
hanya beberapa orang saja yang mendapatkan tambahan pendapatan dari
proyek, sekarang menjadi seluruh pegawai mendapatkannya, termasuk guru
dan pegawai honorer. Jumlah anggaran honor yang dialihkan ke tunjangan
daerah dan tercatat dalam APBD Solok adalah berkisar 14,5 Miliar rupiah.

b) Efisien dalam pengeluaran anggaran, terkait dengan kegiatan
proyek
Dengan sistem tunjangan daerah, aparat yang terlibat dalam kegiatan proyek
tidak lagi mendapatkan honor proyek. Tambahan pendapatan sudah diberikan
dalam bentuk tunjangan daerah yang diberikan setiap bulan. Keterlibatan
mereka dalam proyek dianggap merupakan bagian dari tupoksi. Dengan
demikian terjadi efisiensi anggaran, karena tidak ada lagi pos untuk honor
proyek yang harus dikeluarkan.  Sistem penghapusan honor proyek tersebut
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juga mengurangi rasa iri bagi pegawai yang tidak pernah mendapat bagian
honor karena memang tidak pernah dilibatkan dalam proyek.

c) Program kerja setiap tupoksi dapat berjalan dengan lancar karena
adanya tambahan pendapatan dalam bentuk tunjangan daerah
Sebelum tunjangan daerah diberlakukan, hanya tupoksi-tupoksi tertentu saja
yang sering mengerjakan proyek dan memperoleh tambahan pendapatan.
Melihat kondisi tersebut, tupoksi lain yang juga banyak mendapatkan beban
pekerjaan tetapi tidak pernah terlibat dalam proyek menurun motivasinya dalam
bekerja.  Penetapan tunjangan daerah meningkatkan kembali motivasi bekerja
dari tupoksi-tupoksi yang tidak pernah mendapatkan bagian proyek.

2. Penurunan Angka KKN

Penurunan KKN, terutama korupsi dan kolusi merupakan salah satu tujuan
dari diberlakukannya tunjangan daerah.  Dengan meningkatnya pendapatan
yang sah, diharapkan terjadi pengurangan tindakan korupsi oleh pegawai di
lingkungan Pemkab. Solok. Kondisi tersebut dapat dicapai di Kabupaten Solok.

3. Peningkatan Transparansi

Penetapan tunjangan Daerah dilakukan secara transparan dan diumumkan
dalam bentuk SK Bupati. Bentuk transparansi tersebut adalah:

a) Transparan dalam hal nilai tunjangan daerah yang diterima oleh
masing-masing pegawai
Secara transparan dalam SK tersebut diumumkan mengenai jumlah/nilai
tunjangan yang diterima oleh masing-masing kelompok pegawai.  Dengan
transparansi nilai tunjangan daerah tersebut diharapkan tidak terjadi saling iri
antar pegawai terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang harus
dikerjakannya. Lihat tabel berikut.
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b) Transparansi dalam hal resiko pemotongan tunjangan daerah
apabila pegawai tidak disiplin
Dalam SK Bupati juga diumumkan secara transparan mengenai pemotongan-
pemotongan tunjangan yang akan dilakukan apabila pegawai melanggar
kedisiplinan. Lihat tabel berikut.
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Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada setiap jenis praktek good
governance, dapat dicatat bahwa tiap praktek good governance memiliki
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Peningkatan Transparansi
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Indikator Keberhasilan Praktek Good Governance Kab. Solok

Peningkatan Efisiensi & Efektifitas
Pengelolaan Sumberdaya

indikator keberhasilan yang tidak selalu sama. Fakta yang lain menunjukkan
bahwa tidak seluruh indikator keberhasilan pada setiap praktek good
governance selalu dapat dicapai di Kabupaten Solok. Namun demikian secara
umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan setiap jenis praktek tata kelola
pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok melalui proses dan memberikan
output sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

5.2. Tingkat Keberhasilan Good Governance Kabupaten Solok

Kabupaten Solok telah melaksanakan 12 jenis praktek good governance. Hasil
kumulatif menunjukkan bahwa praktek good governance di Kab. Solok sangat
berhasil dalam hal peningkatan transparansi, dan kurang berhasil dalam
meningkatkan angka kesempatan kerja.  Seluruh  jenis praktek good
governance di Kabupaten Solok mampu meningkatkan transparansi, namun
hanya satu jenis praktek good governance yaitu revolving fund yang mampu
meningkatkan angka kesempatan kerja. Lihat penjelasan dalam bentuk gambar
berikut.

Pada gambar dijelaskan bahwa 12 praktek good governance mampu
meningkatkan transparansi. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumberdaya
mampu dicapai oleh 9 praktek good governance, penurunan KKN oleh 7 praktek
good governance. Lima praktek good governance mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat, 4 praktek good governance meningkatkan pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas. Peningkatan HDI dan penurunan angka
kemiskinan hanya mampu dicapai oleh 2 praktek good governance dan
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peningkatan kesempatan kerja hanya dicapai oleh praktek good governance
revolving fund.

Apabila dikelompokkan, terdapat 3 kelompok besar indikator keberhasilan yang
mampu dicapai oleh good governance di kab. Solok, yaitu

Berdasarkan pengelompokan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan praktek
good governance di Kabupaten Solok lebih terarah ke faktor input, proses dan
sedikit ke output. Masih sangat sedikit yang mengarah ke outcome.  Hal tersebut
ditunjukkan oleh tingkat ketercapaian yang kurang dari indikator keberhasilan
peningkatan HDI, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesempatan
kerja. Ketiga indikator keberhasilan tersebut ditambah dengan indikator
penurunan angka KKN merupakan outcome yang diharapkan akan dicapai
oleh daerah yang menerapkan praktek-praktek good governance.

Kekurang berhasilan Kab. Solok dalam mencapai ketiga jenis outcome tersebut
bukan disebabkan oleh ketidakberhasilan praktek-praktek good governance
(12 jenis) yang dilakukan, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Jenis-jenis praktek good governance yang dilakukan tingkat
keberhasilannya tidak bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan
HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja,
tetapi bisa diukur oleh indikator lain di luar ketiga indikator tersebut

2. Outcome belum terlihat dari praktek-praktek good governance yang
baru dimulai di tahun 1997, 2001, 2002, 2003 dan 2004. Kemungkinan
besar ada beberapa praktek good governance yang outcome-nya baru
dirasakan setelah kegiatan berjalan di atas 10 tahun

Oleh karena itu apabila Kabupaten Solok menginginkan seluruh indikator
keberhasilan praktek good governance tercapai, hal yang harus dilakukan
adalah:

1. Terus melanjutkan kegiatan good governance  yang sudah ada dengan
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan

2. Melakukan tambahan jenis praktek-praktek good governance yang
tingkat keberhasilannya bisa diukur dari indikator-indikator peningkatan
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HDI, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Kegiatan mengukur keberhasilan Kab. Solok dalam melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik ini dilakukan oleh KPK untuk memberikan gambaran
kepada Kabupaten Solok dan daerah-daerah lain yang telah melakukan berbagai
macam praktek good governance mengenai tingkat keberhasilan yang telah
dicapai dengan melaksanakan berbagai macam praktek tata kelola
pemerintahan yang baik. Selain dari itu daerah lain yang baru akan memulai
praktek tata kelola pemerintahan yang baik juga bisa memanfaatkannya untuk
memperkirakan hasil yang akan dicapai oleh daerahnya bila menerapkan
beberapa praktek good governance yang sudah dilakukan di Kabupaten Solok.
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